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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Aparatur Sipil Negara atau ASN menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara merupakan sebuah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Pasal 3 ayat (2) 

disebutkan bahwa pegawai ASN harus mampu untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar dari 

ASN yang dikenal dengan BerAKHLAK yang merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, 

Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. ASN memiliki 3 fungsi yaitu 

sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan juga perekat dan pemersatu bangsa.  

Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS yang merupakan calon ASN diwajibkan untuk mengikuti 

pelatihan dan pembinaan untuk dapat menjadi ASN yang profesional, memiliki hasil kerja yang 

tinggi, berperilaku sesuai nilai dasar ASN, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme. 

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 34 juga disebutkan bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil 

wajib untuk mengikuti masa percobaan atau masa prajabatan selama satu tahun yang dilaksanakan 

melalui proses pendidikan dan pelatihan dasar. Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi 

Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil disebutkan 

bahwa Pelatihan Dasar (Latsar) merupakan pendidikan dan pelatihan pada Masa Prajabatan yang 

dilakukan secara klasikal dan blended learning.  

Salah satu tahap yang dilakukan dalam Latsar yaitu tahap Aktualisasi, dimana para peserta CPNS 

dituntut untuk peka terhadap lingkungan kerja mereka dan mampu melihat kendala maupun isu 

apa saja yang sedang terjadi di unit kerja masing-masing. Setelah mengetahui isu apa yang ada di 

dalam unit kerja, maka selanjutnya dibuat analisis terkait penyebab-penyebab terjadinya masalah 

tersebut, sehingga dapat dibuat gagasan ide untuk penyelesaian masalah yang ada. Pada Latsar ini, 

CPNS diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai BerAKHLAK dan juga Smart 

Governance dalam menyusun gagasan dan ide penyelesaian masalah yang ada di unit kerja. 

Berdasarkan hasil observasi penulis selama bekerja kurang lebih dua bulan di Pusat Analisis 

Keparlemenan (Pusaka), ditemukan beberapa isu yang perlu ditingkatkan dalam proses bekerja 
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guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja dari Analis Legislatif. Isu yang diangkat yaitu 

terhambatnya pembuatan Laporan Kegiatan Komisi dikarenakan belum terintegtasinya jadwal 

rapat di Sekretariat Komisi VIII. Oleh karena itu, penulis mengangkat gagasan dalam aktualisasi 

ini yaitu “Pembuatan Mekanisme Kerja dalam Pembuatan dan Pembaruan Jadwal Rapat 

Komisi VIII”. 

 

B. Dasar Hukum 

Dasar hukum yang berkaitan dengan rancangan aktualisasi, antara lain: 

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil (Pasal 34 & 34A mengatur tentang pelaksanaan prajab bagi CPNS) 

3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 

Tahun 2022 Jabatan Fungsional Analis Legislatif sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 

Tahun 2023 Jabatan Fungsional 

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor SKJ. 13 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional 

Analis Legislatif 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 

Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pasal 62 & 63 terkait masa 

percobaan CPNS) (Pasal 34 PP 11/2017 jis. Pasal 62 Permen PAN & RB 6/2024) 

7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar 

Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga 

Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga 

Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri 

Sipil 
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8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri 

Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

 

C. Tujuan 

Tujuan pelaksanaan Pelatihan Dasar dan Aktualisasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, antara lain: 

1. CPNS mampu mengimplementasikan nilai wawasan kebangsaan dan bela negara; 

2. CPNS mampu mengimplementasikan nilai budaya BerAKHLAK dan menerapkan dalam 

pekerjaan sehari-hari; dan 

3. CPNS mampu mewujudkan Smart Governance dengan menerapkan nilai-nilai Smart ASN 

dan Manajemen ASN.  

 

D. Manfaat 

Manfaat dari Pelatihan Dasar dan Aktualisasi dapat dilihat dari sudut pandang pribadi yaitu peserta 

CPNS maupun manfaat bagi pihak eksternal seperti unit kerja, instansi, maupun masyarakat. Bagi 

peserta CPNS hal ini akan memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas diri melalui nilai 

budaya BerAKHLAK serta nilai Smart ASN. Bagi unit kerja ataupun instansi akan memiliki 

manfaat peningkatan kualitas dengan hadirnya sumber daya manusia yang terlatih dan memiliki 

nilai integritas yang baik. Selain itu, dengan hasil gagasan yang dibuat dalam aktualisasi ini 

diharapkan akan mampu mengatasi masalah yang ada di dalam unit kerja dan melahirkan solusi 

yang kreatif dan inovatif.
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BAB II 

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN 

 

A. Visi dan Misi Organisasi 

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) merupakan 

unsur penunjang dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan berkedudukan 

sebagai Kesekretariatan Lembaga sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Sekretariat Jenderal DPR RI bertugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan 

tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang persidangan, administrasi, dan 

keahlian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan 

fungsi, antara lain: 

a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Sekretariat 

Jenderal; 

b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan 

Sekretariat Jenderal; 

c. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

d. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

e. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan keahlian kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat 

Jenderal; 

g. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data dan pelayanan informasi, 

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional, serta 

dukungan tertentu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal; 

h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia; dan 

i. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia. 

 

Sekretariat Jenderal DPR RI dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang membawahi 4 Eselon I yang 

terdiri dari Deputi Bidang Persidangan, Deputi Bidang Administrasi, Badan Keahlian, dan 
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Inspektorat Utama. Selain itu, Sekretaris Jenderal DPR RI juga membawahi langsung sebanyak 2 

Eselon II, yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan serta Pusat Teknologi Informasi. Setjen DPR RI 

sebagai sebuah organisasi yang bekerja sebagai sistem pendukung DPR RI memiliki visi untuk 

“Menjadi Sekretariat Jenderal yang profesional dan modern dalam mendukung Visi Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. Untuk mewujudkan visi di atas, maka Setjen DPR RI 

memiliki beberapa misi, antara lain: 

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di 

lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan 

3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan 

keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

 

Badan Keahlian merupakan Unit Kerja setingkat Eselon I yang secara fungsional bertanggung 

jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan secara administratif berada di 

bawah Setjen DPR RI sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 

2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Badan Keahlian 

memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan 

dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Badan Keahlian 

memiliki visi yang sejalan dan dibuat untuk mendukung kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI dan 

anggota DPR RI, yaitu “Menjadi Badan Keahlian DPR RI yang Profesional, Andal, Dan 

Akuntabel”. Hal yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut dapat terlihat dari misi yang 

diusung oleh Badan Keahlian, antara lain: 

1. Menyelenggarakan dukungan keahlian untuk mendorong peningkatan efektivitas 

pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI; dan 

2. Menyelenggarakan tata kelola Badan Keahlian yang akuntabel dan transparan. 

 

Badan Keahlian terdiri dari lima Pusat yang berkedudukan sebagai Eselon II, yang secara 

administrasi dibantu oleh kelompok jabatan fungsional  dan/atau bagian yang menangani fungsi 

ketatausahaan. Pusat Analis Keparlemenan (Pusaka) adalah unit kerja yang dipimpin oleh Pejabat 

Pimpinan Tinggi Pertama (Eselon II) dan merupakan satu dari lima Pusat yang berada di dalam 

koordinasi Badan Keahlian DPR RI. Pusaka yang sebelumnya merupakan Pusat Penelitian 

terbentuk setelah adanya peralihan Peneliti menjadi Analis Legislatif, setelah terbentuknya Badan 

Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Demi mendukung tercapainya visi dan misi Badan Keahlian 
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serta Sekretariat Jenderal DPR RI, maka Pusaka memiliki tugas pokok dan fungsi, antara lain: 

1. Menyelenggarakan dukungan keahlian yang prima guna menunjang pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga DPR RI. 

2. Menjalankan tata kelola organisasi Pusaka yang profesional, baik, dan bersih; dan 

3. Menyajikan hasil analisis, pendampingan, dan ekspose yang didukung data yang cepat, 

akurat, dan andal untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan DPR 

RI. 

 

B. Struktur Organisasi 

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi, dan 

keahlian. Untuk mendukung terlaksananya tugas tersebut, maka dibentuklah suatu susunan 

organisasi yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing agar dapat memberikan dukungan pada 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berikut terlampir struktur organisasi dari 

Sekretariat Jenderal DPR RI. 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Setjen DPR RI 

 

Penulis yang merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan jabatan Analis Legislatif 

Ahli Pertama merupakan bagian dari Pusat Analisis Keparlemenan dan berada di bawah Badan 

Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pada gambar di bawah ini dapat kita lihat 

letak dari posisi Analis Legislatif merupakan kelompok jabatan fungsional yang berada di bawah 

Pusat Analisis Keparlemenan.  
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Gambar 2.2 Struktur Organisasi Badan Keahlian DPR RI 

 

C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(PermenPAN-RB) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif, dijelaskan 

bahwa Analis Legislatif merupakan jabatan fungsional yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan 

tinggi pratama yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis 

Legislatif. Jabatan Fungsional Analis Legislatif merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian 

yang terdiri dari Analis Legislatif Ahli Pertama, Analis Legislatif Ahli Muda, Analis Legislatif 

Ahli Madya, dan Analis Legislatif Ahli Utama. Berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 11 Tahun 

2022 Pasal 6 disebutkan bahwa Analis Legislatif memiliki tugas  yaitu “melakukan kegiatan 

analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis dalam  rangka mendukung pelaksanaan fungsi, 

tugas, dan wewenang lembaga legislatif”. Pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) dijelaskan mengenai 

unsur dan sub unsur dari kegiatan, sebagai berikut: 

A. analisis substansi dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan 

wewenang lembaga legislatif, meliputi: 

1. analisis substansi naskah akademik dan rancangan undang-undang dari pemerintah 

atau lembaga legislatif; 

2. analisis substansi rancangan undang-undang yang terdapat dalam daftar program 

legislasi nasional usulan lembaga legislatif sebagai bahan penyusunan naskah 

akademik dan rancangan undang-undang; 
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3. analisis substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik; 

4. analisis substansi peraturan perundang undangan dari negara lain yang berkaitan 

dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif; 

5. analisis substansi isu strategis dan/atau aktual yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan 

wewenang alat kelengkapan dewan; 

6. analisis aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah terkait isu strategis 

dan/atau aktual yang berkenaan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga 

legislatif; 

7. analisis substansi terhadap isu strategis dan/atau aktual secara periodik yang berkaitan 

dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif; dan 

8. analisis substansi atas permintaan alat kelengkapan dewan dan anggota dewan; 

 

B. asistensi dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang 

lembaga legislatif, meliputi: 

1. pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi legislasi; 

2. pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi anggaran; 

3. pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan; 

4. pendampingan substansi dalam pelaksanaan peran diplomasi; dan 

5. pendampingan substansi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan 

lembaga legislatif terkait sistem lembaga legislatif yang aktual; dan 

 

C. ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan 

wewenang lembaga legislatif, meliputi: 

1. pemaparan dan pembahasan hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan 

fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif di alat kelengkapan dewan; dan 

2. pemaparan dan pembahasan hasil analisis yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan 

wewenang lembaga legislatif di publik.
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BAB III 

PENETAPAN ISU PRIORITAS 

 

A. Identifikasi Isu 

 Selama dua bulan bekerja di Pusat Analisis Keparlemenan, saya mengidentifikasi tiga isu yang 

dihadapi dalam melaksanakan tugas sebagai Analis Legislatif Ahli Pertama. Isu tersebut dijabarkan 

dalam tabel 3.1 di bawah ini. 

Tabel 3.1 Tabel Identifikasi Isu di Unit Kerja 
 
 
 

No 

 
 
 

Rumusan Isu 

 
 

Kondisi saat ini 
(data dan fakta) 

 
 

Dampak apabila 
isu tidak 

diselesaikan 

 
 

Kondisi yang 
diharapkan 

Keterkaitan 
dengan Kedudukan 

dan Peran ASN 
mendukung 

SMART 
Governance 

Keterkaitan 
dengan Tugas dan 

Fungsi Analis 
Legislatif 

1 Terhambatnya 
pembuatan Laporan 
Kegiatan Komisi 
VIII 

● Jadwal rapat dapat 
berubah sewaktu-
waktu karena 
beberapa kondisi 

● Koordinasi antar 
unit masih minim 

● Penyampaian 
analisis 
substansi dari 
Pusat Analis 
Keparlemenan 
menjadi kurang 
maksimal 

● Update terkait 
isu terkini yang 
tengah dibahas 
di dalam rapat 
tidak diketahui 
sesegera 
mungkin oleh 
Pusat Analis 
Keparlemenan 

● Koordinasi yang 
kurang baik 
antar unit 
Sekretariat 
Komisi dengan 
Pusat Analis 
Keparlemenan 

● Jadwal rapat 
dilakukan 
integrasi antara 
Sekretariat 
Komisi dan 
Pusat Analisis 
Keparlemenan 

● Update terkait 
jadwal yang 
berubah dapat 
diinfokan ke 
setiap unit 
terkait 

● Koordinasi yang 
lebih baik antar 
unit 

● Pembuatan 
Laporan 
Kegiatan Komisi 
bisa selesai lebih 
cepat 

Smart ASN: 
Belum tercermin 
karena masih 
adanya 
kekurangan dalam 
digital skill, 
dimana 
pembuatan jadwal 
belum terintegrasi 
secara maksimal 
dan belum adanya 
mekanisme kerja. 

 
Manajemen 
ASN: 
tidak selaras 
dengan salah satu 
indikator asas 
ASN yaitu 
efektivitas dan 
efisiensi yang 
tercantum di 
dalam UU No 20 
Tahun 2023 Pasal 
2, karena dengan 
adanya perubahan 
jadwal yang 
dinamis dan tidak 
terintegrasi 
mengakibatkan 
pembuatan 
Laporan Kegiatan 
Komisi menjadi 
terhambat.  

 

● 3 tugas utama dari 
Analis Legislatif 
sesuai dengan 
PermenPANRB No 
11 Tahun 2022 yaitu 
analisis, asistensi, 
dan ekspose hasil 
analisis. Hal ini 
berkaitan dengan 
tugas analisis dan 
asistensi, karena 
perubahan jadwal 
yang dinamis dapat 
menyebabkan 
pembuatan analisis 
isu menjadi 
terhambat. 

2 Sulitnya mencari 
topik utama dalam 
penulisan Isu 
Sepekan di Komisi 
VIII 

● Pencarian topik 
untuk penulisan Isu 
Sepekan masih 
dilakukan secara 
sporadis dengan 

● waktu yang 
tidak efektif 
dalam pencarian 
topik 

● topik yang 

● Isu yang 
diangkat dalam 
penulisan Isu 
Sepekan 
merupakan isu 

Smart ASN: 
Kondisi saat ini 
yang melakukan 
pencarian isu 
masih secara acak 

● 3 tugas utama dari 
Analis Legislatif 
sesuai dengan 
PermenPANRB No 
11 Tahun 2022 yaitu 
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membaca berbagai 
sumber berita 

 

diambil untuk 
penulisan tidak 
relevan dengan 
yang paling 
banyak 
dibicarakan 

yang sedang 
hangat 
diperbincangkan 

belum 
mencerminkan 
salah satu nilai 
dalam SMART 
ASN yaitu 
Menguasai IT 
dan juga memiliki 
memiliki 
wawasan global.  
 
Manajemen 
ASN: 
tidak selaras 
dengan salah satu 
indikator asas 
ASN yaitu 
efektivitas dan 
efisiensi yang 
tercantum di 
dalam UU No 20 
Tahun 2023 Pasal 
2, karena 
pencarian isu dan 
berita masih 
dilakukan secara 
acak. 

analisis, asistensi, 
dan ekspose hasil 
analisis. Hal ini 
berkaitan dengan 
tugas dari Analis 
Legislatif dalam 
pembuatan analisis 
terkait isu yang 
sedang berkembang 

3 Belum Optimalnya 
Penggunaan Media 
Sosial dalam 
Publikasi Produk 
Hasil Analisis 
Pusat Analis 
Keparlemenan 

● INSTAGRAM dari 
akun 
@pusaka_bkdprri 
hanya memiliki 
jumlah pengunjung 
dan jumlah likes  
yang sedikit pada 
setiap unggahan (di 
bawah 20 orang).  

● Masyarakat 
akan kurang 
mengetahui 
mengenai isu 
yang sedang 
berkembang dan 
kurang 
mengetahui 
mengenai solusi 
yang sedang 
dilakukan oleh 
DPR RI 

● Kepercayaan 
Masyarakat 
akan kinerja 
DPR RI dan 
Setjen DPR RI 
akan berkurang 

● Hasil analisis 
dari produk-
produk yang 
dihasilkan oleh 
Pusat Analisis 
Keparlemenan 
dapat 
menjangkau 
masyarakat luas  

Smart ASN: 
belum optimalnya 
penggunaan media 
sosial untuk 
melakukan 
ekspose hasil 
analisis 
menunjukkan hal 
ini belum 
memenuhi nilai 
Smart ASN yaitu 
digital skills. 
 
Manajemen 
ASN: 
Tidak sesuai 
dengan prinsip 
manajemen ASN 
dimana salah 
satunya yaitu 
evaluasi hasil 
kinerja. Dengan 
cakupan ekspose 
hasil tulisan yang 
belum banyak 
tercapai maka 
evaluasi dari 
masyarakat 
maupun Anggota 
Dewan menjadi 
kurang maksimal 

● 3 tugas utama dari 
Analis Legislatif 
sesuai dengan 
PermenPANRB No 
11 Tahun 2022 
yaitu analisis, 
asistensi, dan 
ekspose hasil 
analisis. Hal ini 
bersinggungan 
dengan tugas untuk 
melakukan ekspose 
hasil analisis, 
dimana masih 
kurang menjangkau 
masyarakat luas.  
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Berikut merupakan penjabaran dari tabel di atas: 

1. Terhambatnya pembuatan Laporan Kegiatan Komisi VIII  

a. Kondisi Saat Ini (Data dan Fakta) 

Isu aktual yang terjadi di unit kerja saat ini yaitu terhambatnya pembuatan Laporan 

Kegiatan Komisi (LKK) pada komisi VIII dikarenakan belum terintegrasinya jadwal 

rapat yang ada di Sekretariat Komisi dengan jadwal yang dipegang oleh Pusat Analis 

Keparlemenan di masing-masing bidang. Jadwal rapat setiap komisi biasanya 

dikirimkan pada awal masa sidang ke masing-masing koordinator bidang di Pusat 

Analis Keparlemenan. Namun, seiring berjalannya waktu biasanya terjadi perubahan 

jadwal rapat yang sangat dinamis sehingga tidak sesuai dengan jadwal yang pertama 

kali diberikan kepada Pusat Analis Keparlemenan. Jadwal rapat merupakan sesuatu 

hal yang perlu diperhatikan oleh bagian Pusat Analis Keparlemenan karena salah satu 

tugas dari Analis Legislatif yaitu membantu melakukan analisis substansi atas 

kendala yang sedang terjadi agar dapat memberikan masukan bagi para anggota 

dewan dalam mengatasi masalah yang terjadi. Di bawah ini terlampir contoh jadwal 

rapat yang dikirimkan dari pihak Sekretariat Komisi kepada Pusat Analisis 

Keparlemenan. 

 

Gambar 3.1 Jadwal Rapat Komisi VIII 

 

b. Dampak Apabila Isu Tidak Diselesaikan 

Jika isu terkait perubahan jadwal rapat di tiap komisi yang tidak terintegrasi ini terus 
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terjadi, maka akan mengakibatkan beberapa dampak yang kurang baik, antara lain: 

● Penyampaian analisis substansi dari Pusat Analis Keparlemenan menjadi kurang 

maksimal karena waktu rapat yang tidak sesuai dan sering berubah; 

● Update terkait isu terkini yang tengah dibahas di dalam rapat tidak diketahui 

sesegera mungkin oleh Pusat Analis Keparlemenan karena tidak hadir atau tidak 

mengikuti jalannya rapat komisi; 

● Koordinasi yang kurang baik antar unit Sekretariat Komisi dengan Pusat Analis 

Keparlemenan; dan  

● pembuatan Laporan Kegiatan Komisi menjadi terhambat. 

 

c. Kondisi yang Diharapkan 

Dari kondisi yang ada saat ini dan fakta yang ada di lapangan, maka diharapkan 

tercipta suatu kondisi yang ideal dimana akan tercipta koordinasi yang baik antara 

unit Sekretariat Komisi dan Pusat Analisis Keparlemenan. Dengan adanya koordinasi 

yang baik tersebut, maka nantinya akan tercipta sinergitas antara dua unit dalam 

menyusun suatu solusi untuk membuat integrasi jadwal rapat yang lebih efektif. Jika 

terjadi perubahan jadwal rapat yang dinamis, tidak perlu lagi untuk sering bertanya 

setiap hari terkait perubahan jadwal. Cukup adanya update dari satu pihak dan pihak 

lainnya langsung mendapatkan notifikasi terkait perubahan tersebut. Dengan begitu 

pembuatan Laporan Kegiatan Komisi (LKK) dapat dikerjakan tepat waktu dan lebih 

jauh bisa juga meningkatkan kecepatan respons Pusaka terhadap kebutuhan analisis 

di AKD. 

 

d. Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung SMART governance 

Dalam proses menuju terwujudnya SMART governance, tentu dibutuhkan sumber 

daya manusia yang cerdas dan mampu beradaptasi terhadap perubahan teknologi 

yang sangat cepat. Kemampuan literasi digital saat ini sangat dibutuhkan oleh semua 

pihak, terutama ASN yang bertugas sebagai pelayan publik. Namun, hal ini belum 

tercermin karena masih adanya kekurangan dalam digital skill, dimana pembuatan 

jadwal belum terintegrasi secara maksimal dan belum mengoptimalkan aplikasi yang 

ada. 

Analis Legislatif merupakan Jabatan Fungsional yang diatur dalam PermenPAN-RB 

Nomor 11 Tahun 2022, yang di dalam pasal 6 disebutkan bahwa tugas dari Analis 
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Legislatif adalah melakukan kegiatan analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis 

dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga 

Legislatif. Namun, dengan adanya isu perubahan jadwal yang dinamis dan tidak 

terintegrasi dapat membuat asistensi dan analisis yang dilakukan menjadi kurang 

efektif. 

 

2. Sulitnya mencari topik utama dalam penulisan Isu Sepekan di Komisi VIII 

a. Kondisi Saat Ini (Data dan Fakta) 

Isu Sepekan merupakan salah satu produk yang dikerjakan oleh Pusat Analis 

Keparlemenan sebagai hasil analisis terhadap isu-isu aktual yang berkembang di 

Masyarakat dan ramai diperbincangkan. Saat ini pemilihan topik dalam penulisan Isu 

Sepekan masih belum terstruktur dan terorganisir dengan baik. Para penulis masih 

melakukan pencarian topik secara sporadis dengan membaca berbagai macam portal 

berita atau melalui media cetak untuk mencari isu atau berita apa yang sedang ramai 

dibahas. Hal ini tentu menjadi kurang efektif dalam hal waktu dan juga membuat isu 

yang ditulis kurang aktual dengan berita yang ada dan sedang berkembang di 

masyarakat. 

 

Gambar 3.2 Pencarian berita melalui berbagai media 

 

b. Dampak Apabila Isu Tidak Diselesaikan 

Pencarian topik berita merupakan hal yang perlu diperhatikan agar analisis yang 

dilakukan oleh Analis Legislatif tepat sasaran dan mampu menyelesaikan isu yang 

tengah berkembang di masyarakat. Namun, dengan cara yang dilakukan saat ini 
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membuat waktu penulisan menjadi tidak efektif karena perlu waktu yang cukup lama 

untuk mencari berita di berbagai sumber. Selain itu, dengan cara yang dilakukan 

secara sporadis mencari berita dari berbagai sumber membuat topik yang diangkat 

menjadi tidak terlalu relevan dengan yang hangat diperbincangkan. 

 

c. Kondisi yang Diharapkan 

Diharapkan nantinya pencarian topik berita untuk diangkat dalam analisis Isu 

Sepekan akan relevan dengan hal yang sedang menjadi isu aktual di masyarakat. 

Nantinya hasil analisis yang ditulis akan memberikan masukan dan juga solusi bagi 

Anggota Dewan dalam membuat kebijakan ataupun dalam memberikan respons.  

 

d. Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung SMART governance 

Perencanaan program untuk pencarian isu melalui pilihan “trending topics” yang ada 

di media sosial “twitter/X” sejalan dengan target SMART ASN yaitu Menguasai IT 

dan juga memiliki networking yang luas. Dengan kemampuan yang baik dalam 

menggunakan IT tentu akan mempermudah pekerjaan sebagai ASN dan juga 

membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, dengan adanya bank 

data akan mempermudah dalam pencarian data dan Solusi dalam pemecahan masalah 

yang ada. 

 

3. Belum Optimalnya Penggunaan Media Sosial dalam Publikasi Produk Hasil Analisis Pusat 

Analis Keparlemenan 

a. Kondisi Saat Ini (Data dan Fakta) 

Pusat Analis Keparlemenan memiliki berbagai macam produk hasil analisis yang 

merupakan hasil kerja atas penelitian terkait isu-isu aktual di masing-masing bidang 

sesuai dengan penempatan. Beberapa produk hasil analisis yaitu Isu Sepekan, Info 

Singkat, Policy Brief, dan Parliamentary Review. Semua produk tersebut dapat 

dibaca oleh masyarakat agar mereka mengetahui isu apa saja yang sedang 

berkembang dan bagaimana Solusi yang bisa diberikan oleh Anggota Dewan. Namun, 

saat ini penggunaan media sosial untuk ekspose hasil analisis tersebut masih belum 

maksimal dan belum banyak masyarakat yang mengetahui, sehingga hasil analisis 

yang dibuat belum banyak diketahui oleh khalayak ramai. 

Salah satu media sosial yang digunakan dalam publikasi dan informasi mengenai isu-
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isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan dan dibahas yaitu melalui kanal 

INSTAGRAM dari akun @pusaka_bkdprri. Namun ternyata jumlah pengunjung dan 

jumlah likes pada setiap unggahan masih sedikit (di bawah 20 orang). 

 

gambar 3.3 media sosial instagram @pusaka_bkdprri  

b. Dampak Apabila Isu Tidak Diselesaikan 

Suatu isu jika tidak segera diselesaikan dan mendapatkan solusi tentu akan memiliki 

efek yang kurang baik dan berkelanjutan. Jika isu terkait optimalisasi media sosial ini 

tidak segera diperbaiki maka Masyarakat akan kurang mengetahui mengenai isu yang 

sedang berkembang dan kurang mengetahui mengenai solusi yang sedang dilakukan 

oleh DPR RI. Jika terus berlangsung maka dikhawatirkan kepercayaan Masyarakat 

akan kinerja DPR RI dan Setjen DPR RI akan berkurang. 

 

c. Kondisi yang Diharapkan 

Perkembangan zaman saat ini melaju dengan sangat cepat dan tidak bisa dibendung 

atau dihindari. Oleh karena itu, kita perlu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi 

yang ada dalam semua lini pekerjaan yang kita lakukan. Salah satu hal yang dapat 

dilakukan yaitu melakukan publikasi atas hasil pekerjaan analisis yang kita lakukan. 

Dengan melakukan optimalisasi terhadap media sosial yang telah ada, diharapkan 

hasil analisis dari produk-produk yang ditulis oleh Pusat Analisis Keparlemenan 

dapat menjangkau masyarakat luas.  
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d. Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung SMART governance 

Kurang optimalnya penggunaan media sosial sebagai media publikasi hasil kerja dari 

Pusat Analis Keparlemenan tentu menjadi hal yang perlu ditingkatkan. ASN saat ini 

perlu memiliki kemampuan digitalisasi yang cakap sehingga mampu mengikuti 

perkembangan jaman dan beradaptasi terhadap segala hal yang baru. Dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 2 disebutkan 

bahwa terdapat 14 tahap dalam manajemen PNS yang baik, dan salah satu hal yang 

perlu diperhatikan yaitu mengenai kinerja dan evaluasi ASN. Namun dengan kurang 

optimalnya penggunaan media sosial terhadap ekspose hasil analisis yang dilakukan 

membuat kurangnya evaluasi dari masyarakat maupun Anggota Dewan terhadap 

analisis yang telah dilakukan. 

 

B. Penetapan Isu Prioritas 

B.1 Teknik Tapisan Isu 

Suatu isu yang terus berkembang dan tidak segera diselesaikan atau dicari solusi jalan keluarnya 

tentu akan mengakibatkan dampak buruk di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sesegera 

mungkin isu yang ada harus segera dicari cara penyelesaiannya. Namun, kita perlu memilih isu 

mana yang menjadi prioritas untuk dapat diselesaikan agar dapat fokus melakukan analisis 

terhadap akar masalah dan juga solusi yang dapat diberikan untuk menyelesaikan isu tersebut. 

Pada kesempatan ini, teknik tapisan isu yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan USG 

(Urgency, Seriousness, Growth).  

Urgency yaitu seberapa mendesak isu tersebut perlu dibahas, dianalisis, dan dilakukan tindak 

lanjut. Seriousness yaitu seberapa serius isu perlu dibahas dan dikaitkan dengan dampak yang 

timbul dari isu tersebut. Sedangkan Growth merupakan seberapa besar masalah dari isu tersebut 

akan berkembang jika tidak segera diselesaikan. Nilai kriteria USG akan dilakukan 

menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1 hingga 5, dimana 1 adalah sangat kecil dan 5 

sangat besar. Di bawah ini terlampir hasil penilaian isu prioritas. Di bawah ini terlampir 

penjabaran atas kriteria skala Likert dari teknik USG. 
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Tabel 3.2 Deskripsi Kriteria Urgency 

Nilai Indikator Deskripsi 

5 Sangat Mendesak Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 bulan 

4 Mendesak Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 3 bulan 

3 Cukup Mendesak Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 6 bulan 

2 Kurang Mendesak Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 tahun 

1 Tidak Mendesak Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu > 1 tahun 

 

Tabel 3.3 Deskripsi Kriteria Seriousness 

Nilai Indikator Deskripsi 

5 Sangat Serius Dampak isu akan berpengaruh pada unit PUSAKA 
dengan unit lain 

4 Serius dampak isu akan berpengaruh terhadap unit 
PUSAKA 

3 Cukup Serius dampak isu akan berpengaruh terhadap satu bidang 
Kesra di Unit PUSAKA 

2 Kurang Serius dampak isu akan berpengaruh terhadap satu Komisi 
di bidang Kesra di Unit PUSAKA 

1 Tidak Mendesak Dampak isu akan berpengaruh pada individu 

Tabel 3.4 Deskripsi Kriteria Growth 

Nilai Indikator Deskripsi 

5 Sangat Cepat Memburuk Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 bulan 

4 Cepat Memburuk Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 3 bulan 

3 Cukup Cepat Memburuk Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 6 bulan 

2 Kurang Cepat Memburuk Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 tahun 

1 Tidak Cepat Memburuk Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu > 1 tahun 

 
 
B.2  Pemilihan Isu Prioritas 

Pada bagian ini akan ditentukan isu mana yang menjadi prioritas utama untuk segera 

ditindaklanjuti dan diberikan solusi agar segera terselesaikan. Pemilihan isu prioritas dilakukan 

melalui analisis USG sebagai berikut. 
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Tabel 3.5 Matrik Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG 
 

No Isu 
Kriteria Jumlah 

Nilai 
Prioritas 

U S G 

1 Terhambatnya pembuatan Laporan Kegiatan Komisi VIII 5 5 4 14 1 

2 Sulitnya Mencari Data Isu Sepekan di Komisi VIII 4 2 3 9 3 
3 Belum Optimalnya Penggunaan Media Sosial dalam Publikasi 

Produk Hasil Analisis Pusat Analis Keparlemenan 
3 4 3 10 2 

 
Berdasarkan Analisis USG tersebut di atas, maka isu yang dipilih adalah “Terhambatnya 

pembuatan Laporan Kegiatan Komisi VIII” yang memiliki nilai total sebesar 14 dan menjadi 

prioritas utama. Berdasarkan nilai Urgency, isu tersebut memiliki nilai 5 (Sangat Mendesak). 

Hal ini disebabkan isu ini harus segera diselesaikan dalam waktu secepatnya agar terbangun 

integrasi yang baik antara jadwal yang diberikan di awal masa sidang dengan perubahan yang 

dinamis di kemudian hari. Pada nilai Seriousness juga memiliki nilai 5(Sangat Serius). Tingkat 

keseriusan yang tinggi dikarenakan akan berdampak pada bukan hanya pada unit PUSAKA saja, 

tetapi juga berdampak pada unit lain yaitu sekretariat komisi. Pada nilai Growth memiliki nilai 

4 (Cepat Memburuk). Hal ini dikarenakan jika tidak segera ditindaklanjuti maka dapat membuat 

koordinasi antara unit PUSAKA dan Sekretariat Komisi menjadi kurang baik serta hasil analisis 

yang dikerjakan oleh Analis Legislatif menjadi tidak maksimal untuk dimanfaatkan. 

 

C. Analisis Isu 

Tahap selanjutnya setelah mengetahui isu utama yang dipilih adalah melakukan analisis 

mendalam terhadap isu tersebut.Analisis yang digunakan kali ini untuk mengetahui faktor apa 

saja yang menjadi penyebab munculnya isu di atas yaitu metode Fishbone Diagram. Fishbone 

Diagram atau diagram tulang ikan sering kali dikenal juga dengan sebutan cause-and-effect 

diagram dikarenakan diagram ini menitikberatkan pada hubungan sebab-akibat dalam 

melakukan analisis. Dalam fishbone diagram biasanya untuk memecahkan masalah yang ada 

dilakukan dengan membagi menjadi beberapa kategori antara lain manusia, material, 

infrastruktur, prosedur, lingkungan sekitar, kebijakan, dan sebagainya. Setiap kategori tersebut 

nantinya akan diuraikan kembali mengenai sebab-sebab apa saja yang menjadi pemicunya. 

Berikut merupakan hasil rumusan fishbone diagram dari isu di atas. 
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gambar 3.4 Fishbone Diagram 

 

Dari analisis yang telah dilakukan melalui fishbone diagram, dapat dilihat bahwa terdapat empat 

kategori utama dari berbagai penyebab yang ada, yaitu Man (manusia), Machine (mesin, 

infrastruktur), Environment (lingkungan), serta Policy (kebijakan). Masing-masing dari empat 

kategori tersebut dapat dijabarkan menjadi lebih rinci terkait berbagai sebab yang 

mengakibatkan pada terhambatnya pembuatan Laporan Kegiatan Komisi (LKK). Dari kategori 

Man, dua hal yang menjadi penyebab yaitu tidak adanya penanggung jawab atau person in 

charge (PIC) yang dapat memastikan agar jadwal dapat terintegrasi, serta kurangnya koordinasi 

antara unit Sekretariat Komisi dengan unit Pusat Analisis Keparlemenan.  

Kategori Machine menyumbangkan dua penyebab, yaitu belum adanya aplikasi yang digunakan 

untuk integrasi jadwal tersebut dan juga masing-masing unit menggunakan platform yang 

berbeda dalam pembuatan jadwal. Kategori ketiga yaitu Environment juga memiliki dua 

penyebab isu, yaitu perubahan jadwal yang dinamis dan ketatnya jadwal rapat yang ada di 

komisi. Kategori terakhir yaitu terkait Policy, memiliki dua penyebab isu antara lain belum 

adanya Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas dalam melakukan perubahan jadwal 

rapat serta Proses Bisnis yang ada belum diterapkan dalam koordinasi antar-unit.  

 

D. Gagasan Pemecahan Isu 

Pada bagian sebelumnya kita telah membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi 

penyebab munculnya isu keterlambatan pembuatan Laporan Kegiatan Komisi dengan 
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menggunakan fishbone diagram. Setelah mengetahui apa saja faktor penyebab yang muncul, 

maka tahap selanjutnya yaitu membuat perencanaan terkait penyelesaian masalah dengan 

menyusun berbagai macam gagasan pemecahan isu. Dari 4 kategori yang ada pada fishbone 

diagram yaitu Man, Machine, Environment, dan juga Policy, dapat diketahui setidaknya 8 faktor 

yang menjadi penyebab munculnya isu di atas.  

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka diusulkan beberapa gagasan yang dapat 

menjadi pertimbangan untuk dapat dilakukan dalam proses penyelesaian masalah tersebut dan 

perlu dilakukan secara simultan dan tidak terpisahkan antara satu dan lainnya. Gagasan yang 

dilakukan yaitu diawali dengan membuat grup komunikasi antara 2 unit untuk berkoordinasi. 

Selanjutnya menentukan aplikasi apa yang akan digunakan untuk melakukan integrasi jadwal 

secara real time dan juga online. Sehingga pada akhirnya dapat dibuat suatu gagasan yaitu 

“Pembuatan Mekanisme Kerja dalam Pembuatan dan Pembaruan Jadwal Rapat Komisi 

VIII” yang dapat menjadi standar dan dasar dalam melakukan pembuatan jadwal dan pembaruan 

terhadap perubahan jadwal. 

 

Gagasan yang diangkat yaitu pembuatan Mekanisme Kerja, bukan penyusunan Standard 

Operating Procedure (SOP), dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Pertama, adanya 

keterbatasan waktu dalam penyusunan aktualisasi, sehingga lebih berfokus pada langkah-

langkah praktis dan dapat segera diimplementasikan. SOP biasanya memerlukan waktu yang 

lebih lama untuk disusun karena melibatkan berbagai tahapan pengkajian, validasi, serta 

persetujuan dari berbagai pihak. Kedua, adanya keterbatasan wewenang juga menjadi 

pertimbangan utama. Penyusunan SOP membutuhkan persetujuan dari pihak-pihak yang 

memiliki otoritas lebih tinggi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang 

berlaku.
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BAB IV 
RANCANGAN AKTUALISASI 

 

A. Matriks Rancangan Aktualisasi 
 

Unit Kerja :  Pusat Analis Keparlemenan 

Identifikasi Isu :  ● Terhambatnya pembuatan Laporan Kegiatan Komisi VIII 
● Sulitnya Mencari Data Isu Sepekan di Komisi VIII 
● Belum Optimalnya Penggunaan Media Sosial dalam Publikasi Produk Hasil Analisis Pusat Analis Keparlemenan 

Isu yang Diangkat :  Terhambatnya pembuatan Laporan Kegiatan Komisi VIII 

Gagasan Pemecahan Isu :  Pembuatan Mekanisme Kerja dalam Pembuatan dan Pembaruan Jadwal Rapat Komisi VIII 

Tabel 4.1 Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS 
 

 

No 

 

Kegiatan 

 

Tahapan Kegiatan 

 

Output / Hasil 
Keterkaitan Substansi Mata 
Pelatihan Agenda II Nilai-

nilai Dasar ASN BerAkhlak 

Keterkaitan Substansi 
Mata Pelatihan Agenda III 

Manajemen ASN dan 
SMART ASN 

Kontribusi Terhadap 
Visi/Misi/Tusi/Tujua

n Organisasi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1 Perencanaan 

Kegiatan dan 
Persiapan pembuatan 
mekanisme kerja 

● Mengumpulkan data 
awal 

● penentuan langkah-
langkah, 
brainstorming, 
referensi,dll 

● Rapat perencanaan 
dengan atasan, 
mentor, rekan kerja 

● dokumen data dan 
fakta terkait isu yang 
ada 

● Notulensi hasil 
diskusi 

● daftar hadir 
● undangan rapat 

 

Berorientasi Pelayanan: 
Pada tahapan ini dilakukan 
pengumpulan data awal dan 
referensi yang ditujukan untuk 
melakukan perbaikan tiada 
henti dan memberikan 
pelayanan yang prima 
 
Harmonis: 
membangun lingkungan kerja 
yang baik dengan melakukan 
diskusi bersama atasan 
maupun mentor 
 

Manajemen ASN: 
Sesuai dengan UU No 20 
Tahun 2023 tentang ASN 
Pasal 2, disebutkan bahwa 
terdapat 13 asas dari ASN dan 
diantaranya yaitu 
profesionalitas dan 
keterbukaan. Hal ini 
tercermin saat adanya diskusi 
dengan mentor terkait isu apa 
saja yang terjadi di unit kerja 
yang dijelaskan secara terbuka 
dan profesional tanpa ditutup-
tutupi. 

Pembuatan 
Mekanisme Kerja 
untuk kegiatan 
integrasi jadwal rapat 
Komisi ini bertujuan 
agar Analis Legislatif 
melalui Pusat Analis 
Keparlemenan 
(Pusaka) dapat 
menjalankan salah satu  
tupoksinya  yaitu 
memberikan hasil 
analisis, 
pendampingan, dan 
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Adaptif: 
Kegiatan ini dilakukan untuk 
dapat beradaptasi terhadap 
perkembangan isu yang terjadi 
di unit kerja. 

 
Smart ASN: 
melakukan pengumpulan data 
dan analisis terhadap isu yang 
ada di unit kerja merupakan 
perwujudan nilai 
profesionalisme yang 
tercantum dalam Smart ASN. 
Dengan mengetahui adanya 
kendala dalam unit kerja 
menunjukkan bahwa kita 
berusaha untuk melakukan 
perbaikan. 

ekspose yang 
didukung data yang 
cepat, akurat, dan 
andal untuk dapat 
dipergunakan dalam 
pengambilan 
keputusan yang 
dilakukan DPR RI. 
Dengan mengetahui 
jadwal rapat yang 
tepat, maka Analis 
Legislatif dapat 
mengetahui isu dan 
pembahasan apa saja 
yang tengah 
dibicarakan di dalam 
rapat komisi, sehingga 
nantinya diharapkan 
dapat segera 
memberikan support 
terhadap analisis isu 
yang ada. Dengan 
demikian, hasil 
analisis tersebut dapat 
digunakan sebagai 
bahan pertimbangan 
Anggota Dewan dalam 
pengambilan 
keputusan. Hal ini juga 
sejalan dengan Misi 
dari Setjen DPR RI 
yaitu “Menyajikan 

data yang lengkap, 
akurat, dan andal 
sebagai bahan 
pengambilan 

Koordinasi awal 
dengan bidang dan unit 
yang terkait 

● Terbentuknya sarana 
komunikasi untuk 
berkoordinasi antar 
unit 

● undangan rapat 
● saran & masukan 

Kompeten: 
saling membantu orang lain 
atau unit lain dalam belajar dan 
mengembangkan kompetensi 
 
Harmonis: 
membangun kerja sama agar 
tercipta suasana lingkungan 
kerja yang baik 
 
Loyal: 
berkoordinasi dengan unit lain 
demi kepentingan organisasi 
dan kemajuan bersama 
 
Kolaboratif: 
Menjalin kerja sama dan 
bersinergis dengan unit lain 
untuk menghasilkan nilai 
tambah bagi unit kerja  

Manajemen ASN: 
Sesuai dengan UU No 20 
Tahun 2023 tentang ASN 
Pasal 2, disebutkan bahwa 
terdapat 13 asas dari ASN dan 
diantaranya yaitu 
keterpaduan,persatuan dan 
kesatuan. Dengan melakukan 
kolaborasi maka dapat 
meningkatkan kerja sama, 
persatuan, hingga membuat 
pekerjaan lebih terpadu. 
 
Smart ASN: 
dengan berkoordinasi dan 
membuat grup komunikasi, 
maka akan mempermudah 
pekerjaan dan sesuai dengan 
salah satu prinsip Smart ASN 
yaitu menguasai IT dan 
termasuk ke dalam digital 
skills. Selain itu melakukan 
koordinasi juga bertujuan 
untuk membangun jaringan 
yang luas (networking). 
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2 Penyusunan konsep 
Mekanisme Kerja 

Merujuk data dan 
referensi, membuat 
adopsi dan adaptasi 
sesuai data yang ada 

● dokumen laporan data 
dan referensi  

● Draf Mekanisme Kerja 

Akuntabel: 
mencari literatur data yang 
akurat dan dapat dipercaya 
sebagai bahan baku untuk 
pembuatan Draf Mekanisme 
Kerja. 
 
Kompeten: 
mencari referensi sebagai 
sumber data dan menjadikan 
hal tersebut sebagai sumber 
data untuk peningkatan 
kualitas kompetensi dan 
pelayanan. 
 

Manajemen ASN: 
kegiatan pencarian dan 
pengumpulan data serta 
referensi merupakan kegiatan 
yang berhubungan dengan 
profesionalitas serta 
efektivitas sesuai dengan 
Pasal 2 UU No 20 Tahun 
2023. Kegiatan ini bertujuan 
untuk mencari referensi 
terdahulu sebagai acuan dan 
digunakan untuk 
perkembangan serta 
perbaikan kedepannya, 
sehingga pekerjaan menjadi 
lebih efektif.  
 
Smart ASN: 
Kegiatan ini erat 
hubungannya dengan 
indikator profesionalisme 
yang terdapat dalam Smart 
ASN. Hal ini karena dalam 
mengumpulkan data dan 
referensi menunjukkan 
perilaku ASN yang 
bertanggung jawab, responsif, 
dan berkompeten.  

keputusan Dewan 
Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia”. 

upgrading 
pengetahuan terkait 
aplikasi untuk integrasi 
jadwal 

dokumentasi 
pembelajaran aplikasi 

Berorientasi Pelayanan: 
terus melakukan perbaikan 
demi memberikan pelayanan 
yang prima 
 
Kompeten: 
terus belajar hal baru untuk 
perkembangan kompetensi diri 
 
Adaptif: 
mau mempelajari 
perkembangan ilmu dan 
teknologi untuk kemajuan 
organisasi 

Manajemen ASN: 
kegiatan upgrading skills & 
knowledges yang dilakukan 
merupakan kegiatan untuk 
meningkatkan 
profesionalitas ASN dengan 
hasil kerja yang tinggi sesuai 
dengan UU No 20 Tahun 2023 
Pasal 1 ayat 5.  
 
Smart ASN: 
kegiatan ini sesuai dengan 
prinsip Smart ASN yaitu 
menguasai IT serta 
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berwawasan global untuk 
mengembangkan ilmu dan 
peka terhadap perkembangan 
teknologi. Hal ini juga 
bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan 
digital (digital skills) dari 
ASN. 

3 Pelaksanaan sesuai 
dengan Mekanisme 
Kerja yang telah 
disusun 

Mulai uji coba sesuai 
dengan Draf 
Mekanisme Kerja 
 

Draf awal Mekanisme 
Kerja 

Akuntabel: 
Bertanggung jawab terhadap 
pekerjaan yang diberikan serta 
bekerja secara sungguh-
sungguh 
 
Kompeten: 
menerapkan ilmu yang telah 
dipelajari untuk membuat 
perbaikan dan perkembangan 
 
Adaptif: 
melakukan perubahan dan 
mengembangkan ide serta 
kreativitas 

Manajemen ASN: 
kegiatan uji coba Draf 
Mekanisme Kerja ini 
bertujuan untuk membuat 
sistem kerja yang lebih efektif 
dan efisien, seperti yang 
terkandung dalam UU No 20 
Tahun 2023 Pasal 2 tentang 
asas ASN.  
 
Smart ASN: 
Kegiatan ini sesuai dengan 
prinsip Smart ASN yaitu 
profesionalisme dan 
berwawasan global. 
Pembuatan Mekanisme Kerja 
disusun agar ASN dapat 
bekerja secara profesional 
sesuai panduan yang ada, serta 
mengikuti perkembangan 
teknologi untuk melakukan 
pekerjaan. Kegiatan ini juga 
sejalan dengan salah satu nilai 
dalam digital literature, yaitu 
digital skills. 

Mekanisme Kerja 
Final dengan tambahan 
infografis yang 
sederhana agar mudah 
dipahami 

Dokumen Mekanisme 
Kerja Final dilengkapi 
dengan infografis 

Kompeten: 
membuat Mekanisme Kerja 
Final dengan menerapkan ilmu 
yang dimiliki dan juga 
masukan yang didapat dari 
draf awal 
 
Loyal: 
menyusun Mekanisme Kerja 

Manajemen ASN: 
kegiatan penyusunan 
Mekanisme Kerja Final ini 
bertujuan untuk membuat 
sistem kerja yang lebih efektif 
dan efisien, serta 
meningkatkan 
profesionalitas dalam 
bekerja, sehingga nantinya 
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untuk kepentingan dan 
kemajuan organisasi agar 
memudahkan pekerjaan 
menjadi lebih efektif dan 
efisien 
 
Kolaboratif: 
Bekerja sama dengan berbagai 
pihak untuk membuat dan 
mencari solusi dalam 
pembuatan Mekanisme Kerja 

juga akan tercipta persatuan 
antar unit kerja seperti yang 
terkandung dalam UU No 20 
Tahun 2023 Pasal 2 tentang 
asas ASN.  
 
Smart ASN: 
Kegiatan ini sesuai dengan 
prinsip Smart ASN yaitu 
profesionalisme dan 
berwawasan global. 
Pembuatan Mekanisme Kerja 
disusun agar ASN dapat 
bekerja secara profesional 
sesuai panduan yang ada, serta 
mengikuti perkembangan 
teknologi untuk melakukan 
pekerjaan. Kegiatan ini juga 
sejalan dengan salah satu nilai 
dalam digital literature, yaitu 
digital skills. 

Sosialisasi terkait 
Mekanisme Kerja 
Final kepada atasan 
dan unit terkait  
 

dokumen undangan 
sosialisasi, daftar 
hadir,  dokumentasi 
kegiatan sosialisasi 

Berorientasi Pelayanan: 
memberikan sosialisasi terkait 
draf Mekanisme Kerja yang 
baru untuk menunjang 
perbaikan dan memberikan 
pelayanan yang efisien 
 
Kompeten: 
melaksanakan sosialisasi 
untuk meningkatkan 
kompetensi bersama  
 
Harmonis: 
melakukan sosialisasi dengan 
atasan dan unit kerja untuk 
menciptakan lingkungan kerja 
yang harmonis 
 
Kolaboratif: 
Bekerja sama dengan berbagai 
pihak 

Manajemen ASN: 
Kegiatan sosialisasi sejalan 
dengan nilai keterpaduan 
dan persatuan sesuai dengan 
UU No 20 Tahun 2023 Pasal 
2. Pada kegiatan ini terdapat 
unsur kerja sama dan 
bersinergi. 
 
Smart ASN: 
Mengirimkan undangan dan 
melakukan sosialisasi secara 
online termasuk ke dalam 
kemampuan Smart ASN yaitu 
penguasaan IT (digital skills 
& digital ethics). Selain itu, 
kegiatan ini juga memiliki 
nilai networking yang baik 
karena bertujuan untuk 
membangun jaringan yang 
luas. 
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4 Evaluasi Hasil  Melakukan diskusi 
terkait evaluasi hasil 
pembuatan 
Mekanisme Kerja  

Notulensi hasil diskusi Akuntabel: 
melakukan evaluasi terkait 
Mekanisme Kerja yang dibuat 
untuk memastikan efektivitas 
pekerjaan 
 
Kompeten: 
Saling membantu dalam 
pembelajaran dan memberikan 
masukan untuk meningkatkan 
ilmu bersama 
 
Adaptif: 
proaktif dan terus berinovasi  

Manajemen ASN: 
Kegiatan evaluasi dilakukan 
untuk mencapai tujuan dari 
manajemen ASN yaitu 
terbentuknya ASN yang 
profesional dan memiliki 
hasil kerja tinggi, sejalan 
dengan UU No 20 Tahun 2023 
Pasal 1 ayat 5. 
 
Smart ASN: 
tahapan ini berkaitan dengan 
nilai berjiwa 
entrepreneurship dan 
profesionalisme, karena 
menunjukkan sikap untuk 
memecahkan masalah dan 
mencari solusi. 

Penilaian dan 
testimoni  

catatan hasil penilaian 
dan testimoni, (mini 
survey) 

Akuntabel: 
memberikan penilaian secara 
jujur, terbuka, dan transparan  
 
 Kompeten: 
Memberikan masukan untuk 
meningkatkan kompetensi dan 
membantu orang lain belajar 
 
Kolaboratif: 
bekerja sama untuk saling 
memberikan penilaian 
terhadap inovasi demi 
kemajuan organisasi 

Manajemen ASN: 
Kegiatan ini sesuai dengan 
UU No 20 Tahun 2023 Pasal 2 
mengenai asas ASN, yaitu 
keterbukaan, efektivitas 
dan efisiensi, 
profesionalitas, serta 
persatuan dan kesatuan, 
karena dalam hal ini 
dilakukan penilaian secara 
terbuka dan profesional, 
bukan untuk menyalahkan, 
tetapi mencari solusi bersama. 
 
Smart ASN: 
Pengumpulan penilaian dan 
testimoni dilakukan secara 
digital sehingga sesuai dengan 
prinsip literasi digital yaitu 
digital skills dan digital 
ethics.  
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B. Jadwal Kegiatan 

Tabel 4.2 Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi 
 

No Kegiatan/ Tahapan Kegiatan 
Agustus September 

I II III IV I II III IV 

1. 

Perencanaan Kegiatan dan Persiapan Pembuatan Mekanisme Kerja                 

a) mengumpulkan data awal, menentukan langkah-langkah, brainstorming, dan 
pencarian referensi                 

b) Koordinasi awal dengan bidang dan unit terkait                 

2. 

Penyusunan Konsep Mekanisme Kerja                 

a) Merujuk data dan referensi, membuat adopsi dan adaptasi sesuai data yang ada, 
pembuatan draf awal Mekanisme Kerja                 

b) upgrading pengetahuan terkait aplikasi untuk integrasi jadwal                 

3. 

Pelaksanaan sesuai dengan Mekanisme Kerja yang telah disusun                 

a) Mulai uji coba sesuai dengan Draf Mekanisme Kerja                 

b) Membuat Mekanisme Kerja Final dengan tambahan infografis sederhana agar 
mudah dipahami                 

c) sosialisasi terkait Mekanisme Kerja Final kepada atasan dan unit terkait                 

4 

Evaluasi Hasil                 

a) Melakukan diskusi terkait evaluasi hasil pembuatan Mekanisme Kerja Final                 

b) Penilaian dan testimoni                 
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BAB V 

PELAKSANAAN AKTUALISASI 

 

A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi 

Kegiatan pelaksanaan aktualisasi yang berjudul “Pembuatan Mekanisme Kerja dalam 

Pembuatan dan Pembaruan Jadwal Rapat Komisi VIII” berlangsung sesuai dengan rencana 

yang telah dibuat. Pelaksanaan aktualisasi ini berlangsung sejak minggu ketiga bulan Agustus 

2024 hingga akhir bulan September 2024. Dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi, beberapa 

kegiatan yang telah direncanakan sejak awal dapat terlaksana sesuai dengan jadwal, namun ada 

pula kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah dibuat dikarenakan terjadi kendala 

selama masa aktualisasi dan habituasi.  

Kegiatan pertama yang mengalami pergeseran jadwal yaitu kegiatan perencanaan, di mana 

kegiatan tersebut merupakan kegiatan brainstorming bersama rekan kerja, mentor, dan atasan 

kerja. Pergeseran jadwal terjadi karena adanya kendala untuk menentukan jadwal pertemuan dari 

setiap orang maupun unit yang terlibat. Kegiatan selanjutnya yang terjadi pergeseran yaitu 

penyusunan mekanisme kerja final serta sosialisasi. Kegiatan ini berubah juga dikarenakan 

adanya kesulitan untuk menentukan tanggal sosialisasi agar dapat dihadiri banyak pihak. Efek 

lanjutan dari pergeseran jadwal sosialisasi yaitu kegiatan evaluasi hasil menjadi mundur selama 

1 minggu.  

Tabel 5.1 Perubahan jadwal rencana kegiatan aktualisasi 

No Kegiatan/ Tahapan Kegiatan 
Agustus September 

I II III IV I II III IV 

1. 

Perencanaan Kegiatan dan Persiapan 
Pembuatan Mekanisme Kerja                 

a) mengumpulkan data awal, menentukan 
langkah-langkah, brainstorming, dan 
pencarian referensi 

                

b) Koordinasi awal dengan bidang dan unit 
terkait                 

2. 

Penyusunan Konsep Mekanisme Kerja                 
a) Merujuk data dan referensi, membuat 
adopsi dan adaptasi sesuai data yang ada, 
pembuatan draf awal Mekanisme Kerja 

                

b) upgrading pengetahuan terkait aplikasi 
untuk integrasi jadwal                 

3. 

Pelaksanaan sesuai dengan Mekanisme 
Kerja yang telah disusun                 

a) Mulai uji coba sesuai dengan Draf 
Mekanisme Kerja                 
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b) Membuat Mekanisme Kerja Final 
dengan tambahan infografis sederhana agar 
mudah dipahami 

                

c) sosialisasi terkait Mekanisme Kerja Final 
kepada atasan dan unit terkait 

                

4 

Evaluasi Hasil                 
a) Melakukan diskusi terkait evaluasi hasil 
pembuatan Mekanisme Kerja Final 

                

b) Penilaian dan testimoni                 

 

B. Penjelasan Tahapan Kegiatan 

Pelaksanaan aktualisasi yang dilakukan terdiri dari empat kegiatan utama dan masing-masing 

kegiatan terdiri dari dua hingga tiga tahapan kegiatan. Pelaksanaan aktualisasi ini dilakukan 

untuk memenuhi tugas dalam Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan 

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia golongan III, angkatan XI. 

Dalam masa pembuatan aktualisasi ini, penulis tidak hanya berfokus pada pembuatan naskah 

aktualisasi, tetapi penulis juga tetap mengerjakan tugas pokok dan fungsi dari jabatan Analis 

Legislatif. Pada kesempatan ini penulis mencoba untuk memecahkan isu terkait terhambatnya 

jadwal pembuatan Laporan Kegiatan Komisi VIII dengan mengusulkan gagasan berupa 

“Pembuatan Mekanisme Kerja dalam Pembuatan dan Pembaruan Jadwal Rapat Komisi 

VIII”. Berikut rangkaian kegiatan dan tahapan kegiatan yang telah dilakukan guna mendukung 

tercapainya gagasan di atas. 

 

1. Perencanaan kegiatan dan persiapan pembuatan mekanisme kerja 

1.1 mengumpulkan data awal, brainstorming, referensi, serta rapat perencanaan 

dengan mentor dan rekan kerja 

Pada tahap kegiatan yang pertama ini dilakukan pengumpulan data awal, diskusi bersama 

rekan kerja dan juga mentor untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 

proses aktualisasi dan habituasi. Dalam tahap ini juga diberikan berbagai macam masukan 

dari mentor maupun rekan kerja terhadap rencana kegiatan aktualisasi. Diskusi 

dilaksanakan di ruang meeting perpustakaan Setjen DPR RI pada tanggal 27 Agustus 2024. 
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gambar 5.1 diskusi bersama rekan kerja dan juga mentor 

 

Pada tahap kegiatan ini sejalan dengan beberapa nilai BerAKHLAK, antara lain, 

berorientasi pelayanan, harmonis, dan adaptif. Nilai berorientasi pelayanan dapat 

tercermin dengan adanya kegiatan pencarian berbagai data, melakukan diskusi, dan juga 

mencari referensi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang prima dan maksimal. 

Nilai harmonis pada kegiatan ini terlihat saat melakukan diskusi lintas komisi dan juga 

adanya perbedaan latar belakang dalam keilmuan dari masing-masing peserta. Setiap 

peserta saling menghargai pendapat setiap orang dan juga tidak membeda-bedakan rekan 

kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Nilai adaptif pada tahap ini yaitu 

pembuatan ide maupun solusi yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi terkini dan 

juga mengikuti perkembangan teknologi yang ada.  

Selain keterkaitan dengan nilai BerAKHLAK, tahapan kegiatan ini juga memiliki 

hubungan dengan nilai Smart ASN dan Manajemen ASN. Kegiatan melakukan 

pengumpulan data dan analisis terhadap isu yang ada di unit kerja merupakan perwujudan 

nilai profesionalisme yang tercantum dalam Smart ASN. Dengan mengetahui adanya 

kendala dalam unit kerja menunjukkan bahwa kita berusaha untuk melakukan perbaikan. 

Keterkaitan dengan Manajemen ASN dapat dilihat saat adanya diskusi dengan mentor dan 

rekan kerja terkait perencanaan  dan isu apa saja yang ada di unit kerja yang dijelaskan 

secara terbuka dan profesional, sesuai dengan salah satu asas ASN yaitu profesionalisme 

dan keterbukaan, yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

ASN yang berada di Pasal 2. 
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1.2 Koordinasi awal dengan bidang dan unit yang terkait 

Kegiatan pada tahap ini yaitu melakukan kunjungan ke Sekretariat Komisi VIII untuk 

melakukan koordinasi dan mendapatkan informasi mengenai penanggungjawab dari pihak 

Sekretariat Komisi VIII dalam hal pembuatan jadwal rapat atau sidang komisi. Kunjungan 

dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2024 dan bertemu dengan Bapak Heru Pribadi, S.A.P 

selaku pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI yang berada di Sekretariat Komisi VIII. 

Kegiatan koordinasi antar unit ini diharapkan dapat menjadi jembatan awal dalam proses 

kerja sama dan koordinasi ke depannya, sehingga kerja sama kedua belah pihak menjadi 

lebih lancar.  

    

gambar 5.2 Koordinasi dengan pihak Sekretariat Komisi VIII 

 

Pada tahap kegiatan ini sejalan dengan beberapa nilai BerAKHLAK, antara lain, 

kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Nilai kompeten dapat dilihat dengan adanya 

kegiatan saling membantu antar unit untuk belajar dan mengembangkan kompetensi dari 

masing-masing unit. Loyal dalam kegiatan ini yaitu adanya koordinasi yang dilakukan 

untuk kepentingan dan kemajuan organisasi. Sedangkan nilai harmonis dan juga 

kolaboratif tercermin dengan adanya kegiatan kolaborasi dan koordinasi antar unit untuk 

menciptakan lingkungan kerja yang baik di Sekretariat Jenderal DPR RI dan juga bekerja 

sama secara sinergis demi kepentingan bersama. 

Selain keterkaitan dengan nilai BerAKHLAK, tahapan kegiatan ini juga memiliki 

hubungan dengan nilai Smart ASN dan Manajemen ASN. Dengan adanya kegiatan 

berkoordinasi dan membuat grup komunikasi, maka akan mempermudah pekerjaan dan 

sesuai dengan salah satu prinsip Smart ASN yaitu menguasai IT dan termasuk ke dalam 

digital skills. Selain itu melakukan koordinasi juga bertujuan untuk membangun jaringan 
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yang luas (networking). Sedangkan keterkaitan dengan Manajamen ASN yaitu sesuai 

dengan UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN Pasal 2, disebutkan bahwa terdapat 13 asas 

dari ASN dan diantaranya yaitu keterpaduan,persatuan dan kesatuan. Dengan 

melakukan kolaborasi maka dapat meningkatkan kerja sama, persatuan, hingga membuat 

pekerjaan lebih terpadu. 

2. Penyusunan konsep mekanisme kerja 

2.1 Merujuk data dan referensi, membuat adopsi dan adaptasi sesuai data yang ada 

Pada kegiatan ini dilakukan pengumpulan data, dokumen, serta berbagai referensi 

mengenai Standard Operating Procedure (SOP) maupun mekanisme kerja, baik itu dari 

internal di Sekretariat Jenderal DPR RI maupun dari eksternal. Kegiatan ini dilakukan pada 

minggu keempat bulan Agustus 2024, mulai tanggal 28 Agustus hingga 30 Agustus 2024. 

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan berbagai macam sumber referensi dalam 

penyusunan mekanisme kerja yang akan disusun.  

 

Gambar 5.3 SOP pembuatan jadwal rapat-rapat DPR RI dan contoh mekanisme kerja 

 

Pada tahap kegiatan ini sejalan dengan beberapa nilai BerAKHLAK, yaitu akuntabel dan 

kompeten. Nilai akuntabel dan kompeten tercermin dari pencarian data, dokumen, serta 

referensi pendukung yang akurat dan dapat dipercaya untuk acuan dalam pembuatan draf 

mekanisme kerja. Pencarian data tersebut juga berfungsi sebagai sumber data yang 

digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi untuk meningkatkan mutu 

pelayanan.  

Selain keterkaitan dengan nilai BerAKHLAK, tahapan kegiatan ini juga memiliki 

hubungan dengan nilai Smart ASN dan Manajemen ASN. Kegiatan ini erat hubungannya 

dengan indikator profesionalisme yang terdapat dalam Smart ASN. Hal ini karena dalam 

mengumpulkan data dan referensi menunjukkan perilaku ASN yang bertanggung jawab, 

responsif, dan berkompeten. Sedangkan dalam hal Manajemen ASN, kegiatan pencarian 
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dan pengumpulan data serta referensi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan 

profesionalitas serta efektivitas sesuai dengan Pasal 2 UU No 20 Tahun 2023. Kegiatan 

ini bertujuan untuk mencari referensi terdahulu sebagai acuan dan digunakan untuk 

perkembangan serta perbaikan kedepannya, sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif.  

2.2 Upgrading pengetahuan terkait aplikasi untuk integrasi jadwal 

Tahapan kegiatan yang dilakukan kali ini yaitu mengenai upgrading atau meningkatkan 

kemampuan serta pengetahuan terkait aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan 

integrasi jadwal rapat di Komisi VIII. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 2 September 

2024. Penggunaan aplikasi tambahan digunakan untuk efisiensi dalam pembuatan jadwal 

dan perubahan jadwal rapat di Komisi VIII, sehingga nantinya pembuatan Laporan 

Kegiatan Komisi VIII dapat dilakukan lebih cepat dan lebih baik. Dalam aktualisasi ini, 

penulis mencoba untuk menggunakan bantuan aplikasi Microsoft Outlook Calendar 

sebagai aplikasi untuk melakukan integrasi jadwal rapat agar lebih efisien dan efektif. 
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Gambar 5.4 meningkatkan pengetahuan mengenai aplikasi pendukung 

 

Pada tahap kegiatan ini sejalan dengan beberapa nilai BerAKHLAK, antara lain 

berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Kegiatan mempelajari hal baru dan 

meningkatkan ilmu serta kemampuan yang dilakukan pada tahap ini mencerminkan 

adanya nilai berorientasi pelayanan serta kompeten. Melakukan upgrading terkait ilmu dan 

teknologi yang berkembang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, 

efektivitas, serta efisiensi dalam bekerja. Mempelajari hal baru juga menunjukkan adanya 

proses adaptasi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi yang berkembang sehingga 

menunjukkan bahwa kita selaku ASN harus memiliki sifat agile terhadap hal baru agar 

tidak tertinggal dengan perkembangan yang ada.  

Selain keterkaitan dengan nilai BerAKHLAK, tahapan kegiatan ini juga memiliki 

hubungan dengan nilai Smart ASN dan Manajemen ASN. kegiatan ini sesuai dengan 

prinsip Smart ASN yaitu menguasai IT serta berwawasan global untuk mengembangkan 

ilmu dan peka terhadap perkembangan teknologi. Hal ini juga bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan digital (digital skills) dari ASN. Sedangkan dari segi 

Manajemen ASN, kegiatan upgrading skills & knowledges yang dilakukan merupakan 

kegiatan untuk meningkatkan profesionalitas ASN dengan hasil kerja yang tinggi sesuai 

dengan UU No 20 Tahun 2023 Pasal 1 ayat 5.  

3. Pelaksanaan sesuai dengan mekanisme kerja yang telah disusun 

3.1 Mulai uji coba sesuai dengan draf mekanisme kerja 

Tahapan awal pada kegiatan ketiga yaitu melakukan uji coba dan membuat draf awal dari 
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mekanisme kerja terkait pembuatan jadwal rapat di Komisi VIII. Informasi yang 

didapatkan dari berbagai referensi dan dokumen yang sebelumnya telah dikumpulkan pada 

kegiatan kedua dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan draf mekanisme 

kerja yang akan dibuat saat ini. Kegiatan ini dilakukan sejak tanggal 3 September 2024 

hingga tanggal 6 September 2024. Berikut hasil dari pembuatan tahapan kegiatan 3.1: 

1. Tahapan Perencanaan 

Tahapan perencaan dimulai dengan adanya penugasan pembuatan jadwal dari 

Kepala Bagian (kabag) Sekretariat Komisi VIII kepada Kepala Subbagian (Kasubag) 

Rapat Sekretariat Komisi VIII. Selanjutnya, dilakukan disposisi dari Kasubag Rapat 

kepada Penelaah Teknis Kebijakan untuk menyusun draf jadwal rapat Komisi VIII 

sesuai dengan karakteristik masa persidangan. Setelah mendapatkan disposisi maka 

Penelaah Teknis Kebijakan akan melakukan pengumpulan data dan dokumen 

sebagai acuan dalam pembuatan draf jadwal rapat. Pertama, yaitu dokumen dari 

masa sidang periode dan tahun-tahun sebelumnya sebagai acuan dan untuk 

mengetahui pola serta karakteristik setiap masa sidang. Hal ini dilakukan karena 

setiap masa sidang memiliki karakteristik yang berbeda, contohnya pada masa 

sidang 1 dan 5 yang akan lebih berfokus pada fungsi anggaran.  

Kedua, yaitu menentukan mitra-mitra yang akan diundang dalam setiap masa sidang. 

Mitra yang ada di Komisi VIII terdiri dari 3 kementerian, yaitu Kementerian Sosial, 

Kementerian Agama, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak. Selain 3 kementerian, terdapat juga beberapa badan atau kelembagaan, antara 

lain Badan Nasional Penanggulangan bencana dan Badan Pengelolaan Keuangan 

Haji. Ketiga, yaitu pencarian dan pendataan mengenai isu-isu berita yang sedang 

aktual dan berkembang saat ini. Pendataan isu aktual dilakukan untuk mengetahui 

berita dan permasalahan yang sedang ramai diperbincangkan dan diperlukan untuk 

dicari solusi yang dapat menjadi atensi anggota DPR di Komisi VIII.  

Keempat, meminta masukan dari para Tenaga Ahli Komisi VIII sebagai acuan dalam 

pemberian masukan dan solusi untuk menyelesaikan isu yang berkembang. Kelima, 

yaitu memasukkan perkiraan jadwal kunjungan spesifik yang akan dilakukan 

anggota DPR sesuai dengan isu dan berita yang sebelumnya telah ditentukan.  

2. Tahapan Pelaksanaan 

Setelah mendapatkan berbagai macam jenis dokumen dan berbagai informasi di atas, 

tahap berikutnya yaitu mulai dibuat draf awal terkait jadwal rapat dengan 
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mempertimbangkan seluruh aspek yang ada, mulai dari jadwal rapat terdahulu, 

rincian mitra kementerian, lembaga, maupun badan, isu aktual yang sedang beredar, 

masukan dari tenaga ahli, serta kunjungan spesifik. Draf awal jadwal yang telah 

selesai dibuat oleh Penelaah Teknis Kebijakan selanjutnya disampaikan ke Kasubag 

Rapat Sekretariat Komisi VIII untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Setelah 

itu, draf yang telah diperiksa oleh Kasubag Rapat akan diteruskan kepada Kabag 

Sekretariat Komisi VIII dan menunggu adanya Rapat Pimpinan untuk mendapatkan 

masukan tambahan. Selanjutnya, draf yang telah dibuat dan mendapat tambahan 

masukan dari hasil Rapat Pimpinan akan dipaparkan di dalam Rapat Internal Komisi 

VIII untuk dibahas. Jadwal Rapat Komisi VIII yang telah disetujui selanjutnya akan 

dicetak dan dilakukan digitalisasi serta diunggah ke portal Simfoni agar dapat 

diakses. 

Setelah jadwal rapat telah dilakukan digitalisasi, selanjutnya jadwal tersebut dapat 

diunduh oleh berbagai pihak. Di unit Pusaka sendiri, selanjutnya dilakukan 

permintaan dari Koordinator Bidang Kesra kepada Koordinator Komisi VIII, dan 

selanjutnya dilakukan disposisi kepada Person in Charge (PIC) jadwal atau  

penanggung jawab bagian jadwal, untuk melakukan digitalisasi jadwal yang telah 

ada untuk dipindahkan ke aplikasi Microsoft Outlook Calendar.       

3. Tahapan Evaluasi 

Jadwal rapat yang telah disusun dan disetujui dalam rapat internal tentu saja dapat 

berubah dikarenakan berbagai macam hal. Jika terjadi perubahan jadwal maupun 

pembatalan jadwal, baik yang disebabkan oleh kesibukan anggota DPR maupun 

mitra Komisi VIII, maka akan dilakukan penyesuaian dan penyusunan kembali 

jadwal rapat. Jadwal rapat terbaru akan diperiksa kembali oleh Kasubag Rapat dan 

Kabag Sekretariat Komisi VIII agar dapat disetujui kembali oleh pimpinan. 

Perbaikan juga dilakukan oleh PIC jadwal untuk menyesuaikan jadwal yang 

sebelumnya telah dibuat di Outlook Calendar dengan perbaikan jadwal yang terbaru. 

 

Pada tahap kegiatan ini sejalan dengan beberapa nilai BerAKHLAK, antara lain 

akuntabel, kompeten, dan adaptif. Dalam kegiatan pembuatan draf mekanisme kerja ini 

memperlihatkan adanya nilai akuntabel karena dalam hal ini menunjukkan bahwa setiap 

jabatan memiliki peran dan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta 

bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah didelegasikan. Dalam setiap tahapan 

pembuatan jadwal rapat juga menunjukkan bahwa setiap pekerja memiliki kompetensi 
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yang memadai dan dapat bekerja untuk meningkatkan efisiensi dalam pembuatan jadwal. 

Nilai terakhir yang muncul yaitu adanya nilai adaptif karena setiap pekerja dapat 

melakukan perubahan dan mengembangkan ide serta kreativitas.  

Selain keterkaitan dengan nilai BerAKHLAK, tahapan kegiatan ini juga memiliki 

hubungan dengan nilai Smart ASN dan Manajemen ASN. Kegiatan ini sesuai dengan 

prinsip Smart ASN yaitu profesionalisme dan berwawasan global. Pembuatan 

mekanisme kerja disusun agar ASN dapat bekerja secara profesional sesuai panduan yang 

ada, serta mengikuti perkembangan teknologi untuk melakukan pekerjaan. Kegiatan ini 

juga sejalan dengan salah satu nilai dalam digital literature, yaitu digital skills. Sedangkan 

dari sisi Manajemen ASN, kegiatan uji coba draf mekanisme kerja ini bertujuan untuk 

membuat sistem kerja yang lebih efektif dan efisien, seperti yang terkandung dalam UU 

No 20 Tahun 2023 Pasal 2 tentang asas ASN.  

3.2 Mekanisme kerja final dengan tambahan infografis yang sederhana agar mudah 

dipahami 

Pada tahap ini dilakukan finalisasi terhadap draf mekanisme kerja yang sebelumnya telah 

dibuat. Dilakukan pengecekan kembali dan koordinasi lanjutan dengan pihak Sekretariat 

Komisi VIII untuk mengetahui apakah draf mekanisme kerja yang awal dibuat sudah 

sesuai atau masih perlu ada perbaikan dan penyesuaian. Kegiatan ini dilakukan pada 

tanggal 12 September hingga 20 September 2024. Berdasarkan hasil diskusi dan masukan 

dari mentor, disebutkan bahwa tahapan terkait disposisi dari Koordinator Bidang Kesra 

dan Koordinator Komisi VIII tidak perlu dicantumkan. Kedua koordinator tersebut cukup 

mendapatkan informasi saja dari PIC jadwal atau penaggung jawab jadwal rapat di Komisi 

VIII Pusaka. Setelah dilakukan perbaikan dan finalisasi, maka selanjutnya dibuat suatu 

flow chart (bagan alir) agar lebih mudah dipahami dan lebih terlihat tahapan-tahapan 

dalam pembuatan jadwal rapat.  
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Gambar 5.5 Flowchart dan Infografis Mekanisme Kerja 

 

Pada tahap kegiatan ini sejalan dengan beberapa nilai BerAKHLAK, antara lain 
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kompeten, loyal, dan kolaboratif. Dalam kegiatan pembuatan mekanisme kerja final ini 

memperlihatkan adanya nilai kompeten karena adanya penerapan ilmu yang dimiliki dan 

juga masukan yang didapatkan dari draf awal. Nilai loyal dapat dilihat melalui penyusunan 

mekanisme kerja final yang dibuat dan ditujukan untuk kepentingan bersama dan 

kemajuan organisasi. Sedangkan nilai kolaboratif tercermin dalam kerja sama yang 

dilakukan berbagai pihak dalam memberi masukan dan mencari solusi terbaik. 

Selain keterkaitan dengan nilai BerAKHLAK, tahapan kegiatan ini juga memiliki 

hubungan dengan nilai Smart ASN dan Manajemen ASN. Kegiatan ini sesuai dengan 

prinsip Smart ASN yaitu profesionalisme dan berwawasan global. Pembuatan 

Mekanisme Kerja disusun agar ASN dapat bekerja secara profesional sesuai panduan yang 

ada, serta mengikuti perkembangan teknologi untuk melakukan pekerjaan. Kegiatan ini 

juga sejalan dengan salah satu nilai dalam digital literature, yaitu digital skills. Sedangkan 

dari sisi Manajemen ASN, kegiatan penyusunan mekanisme kerja final ini bertujuan untuk 

membuat sistem kerja yang lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan profesionalitas 

dalam bekerja, sehingga nantinya juga akan tercipta persatuan antar unit kerja, hasil kerja 

yang lebih produktif, serta dikerjakan secara efektif dan efisien seperti yang terkandung 

dalam UU No 20 Tahun 2023 Pasal 2 tentang asas ASN.  

3.3 Sosialisasi terkait mekanisme kerja final kepada atasan dan unit terkait 

Pada tahap ini dilakukan sosialisasi terkait mekanisme kerja yang telah disusun kepada 

Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), khususnya di Komisi VIII. Sosialisasi dilakukan 

sebagai informasi kepada para Analis Legislatif yang berada di Komisi VIII terkait 

pembuatan digitalisasi jadwal rapat di Komisi VIII menggunakan bantuan aplikasi 

Microsoft Outlook Calendar.  
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Gambar 5.6 contoh penggunaan Outlook Calendar yang digunakan PIC Jadwal untuk 

digitalisasi jadwal rapat Komisi VIII di Pusaka 

Penggunaan aplikasi diharapkan dapat menambah efisiensi dan efektivitas dalam 

penyusunan Laporan Kegiatan Komisi yang dilakukan oleh Analis Legislatif. Sosialisasi 

dilakukan pada Hari Senin, tanggal 23 September 2024 dan bertempat di Ruang Rapat 

Perpustakaan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kegiatan ini dihadiri oleh Analis Legislatif 

yang bekerja pada Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), mulai dari CPNS hingga 

Koordinator Bidang Kesra. 

 

 

Gambar 5.7 Sosialisasi Mekanisme Kerja kepada Atasan dan Rekan Keja 

 

Pada tahap kegiatan ini sejalan dengan beberapa nilai BerAKHLAK, antara lain 

berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Kegiatan sosialisasi 

menunjukkan bahwa adanya nilai berorientasi pelayanan karena dilakukan untuk 

memperkenalkan sistem yang baru untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan juga 

efisien. Dalam kegiatan ini juga terlihat adanya upaya untuk meningkatkan kompetensi, 

karena dengan mengetahui hal baru maka akan meningkatkan kompetensi bagi semua yang 

terlibat. Nilai berikutnya yaitu harmonis dan kolaboratif, karena dalam sosialisasi akan 

memperlihatkan adanya upaya menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, nyaman, dan 

juga menjunjung kolaborasi antar pekerja.  

Selain keterkaitan dengan nilai BerAKHLAK, tahapan kegiatan ini juga memiliki 

hubungan dengan nilai Smart ASN dan Manajemen ASN. Tahapan ini berkaitan dengan 

nilai berjiwa entrepreneurship dan profesionalisme, karena menunjukkan sikap untuk 

memecahkan masalah dan mencari solusi, yang pada akhirnya bertujuan untuk 

menciptakan sistematika kerja yang produktif serta efisien. Sedangkan hubungan dengan 

materi Manajemen ASN yaitu kegiatan evaluasi dilakukan untuk mencapai tujuan dari 
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manajemen ASN yaitu terbentuknya ASN yang profesional dan memiliki hasil kerja 

tinggi, sejalan dengan UU No 20 Tahun 2023 Pasal 1 ayat 5. 

4. Evaluasi hasil 

4.1 Melakukan diskusi terkait evaluasi hasil pembuatan mekanisme kerja 

Kegiatan keempat merupakan kegiatan yang berada pada fase akhir dan dilakukan untuk 

penilaian dan menyempurnakan mekanisme kerja yang telah dibuat. Setelah dilakukan 

sosialisasi kepada atasan, mentor, dan juga rekan kerja, selanjutnya dilakukan diskusi 

untuk menerima masukan dan juga evaluasi terhadap mekanisme kerja yang telah 

disosialisasikan. Penulis mendapat berbagai masukan dari berbagai macam arah dan sudut 

pandang, sehingga akan memperluas informasi dan juga sebagai bahan pertimbangan 

untuk perbaikan ke depannya. Beberapa masukan yang diberikan antara lain perlunya ada 

penunjukkan mengenai penanggung jawab di setiap komisi untuk melakukan input jadwal 

rapat ke Outlook Calendar dan peningkatan hubungan kerja sama dengan unit lain. 

 

 

Gambar 5.8 Diskusi dengan atasan dan rekan keja dalam hal evaluasi mekanisme kerja 

 

Pada tahap kegiatan ini sejalan dengan beberapa nilai BerAKHLAK, antara lain 

akuntabel, kompeten, dan adaptif. Dalam kegiatan evaluasi dan diskusi ini 

mencerminkan nilai akuntabel yaitu melakukan evaluasi terhadap mekanisme kerja yang 

telah dibuat dan diberikan berbagai saran untuk memastikan terciptanya efektivitas kerja. 

Nilai berikutnya yaitu kompeten dapat terlihat dari adanya kegiatan saling membantu antar 

pekerja dalam memberikan ilmu dan masukan sehingga meningkatkan ilmu bagi kemajuan 

bersama. Selanjutnya yaitu nilai adaptif terlihat dari adanya sikap proaktif dan keinginan 

untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada.   

Selain keterkaitan dengan nilai BerAKHLAK, tahapan kegiatan ini juga memiliki 

hubungan dengan nilai Smart ASN dan Manajemen ASN. Tahapan ini berkaitan dengan 
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nilai berjiwa entrepreneurship dan profesionalisme, karena menunjukkan sikap untuk 

memecahkan masalah dan mencari solusi. Penulis juga dilatih untuk menjadi profesional 

dalam bekerja karena mau untuk menerima berbagai macam masukan, baik dari atasan 

maupun Analis Legislatif lainnya dengan tujuan kebaikan bersama dan kemajuan 

organisasi. Sedangkan kegiatan evaluasi dilakukan untuk mencapai tujuan dari manajemen 

ASN yaitu terbentuknya ASN yang profesional dan memiliki hasil kerja tinggi, sejalan 

dengan UU No 20 Tahun 2023 Pasal 1 ayat 5. 

4.2 Penilaian dan testimoni 

Setelah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan diskusi, tahap kegiatan berikutnya yaitu 

penilaian menggunakan survei kuesioner dan juga pemberian testimoni. Pelaksanaan 

survei ini bertujuan untuk mendapatkan umpan balik mengenai efektivitas penerapan 

mekanisme kerja yang diusulkan dan juga efektivitas dari penggunaan Outlook Calendar 

sebagai aplikasi yang digunakan untuk melakukan integrasi jadwal rapat. Pelaksanaan 

survei dilaksanakan sejak Jumat, 27 September 2024, dengan responden yaitu Analis 

Legislatif yang bekerja di bidang Kesra. Survei ini dilakukan secara online menggunakan 

bantuan Google Forms yang dikirimkan melalui WhatsApp Group maupun secara pribadi. 

Hasil dari survei ini selanjutnya akan dijadikan bahan pertimbangan dan perbaikan 

mekanisme kerja.  

 

Gambar 5.9 tangkapan layar survei mekanisme kerja 

 

Dari hasil survei tersebut, 8 dari 9 responden atau sebesar 88,9% responden merasa bahwa 

mereka merasa kesulitan dalam rangka pembuatan Laporan Kegiatan Komisi (LKK) 

dikarenakan jadwal rapat yang berubah-ubah. Selain dikarenakan jadwal rapat yang sering 

mengalami perubahan, alur komunikasi yang terjalin saat ini antara Analis Legislatif dan 

Sekretariat Komisi juga ternyata masih kurang efektif dan efisien. Berdasarkan kuesioner 
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yang telah diisi oleh para responden, sumber informasi terbanyak mengenai jadwal rapat 

komisi yaitu melalui jadwal rapat yang dibagikan oleh Sekretariat Komisi, melalui Portal 

DPR RI, dan informasi dari Tenaga Ahli.   

Tabel 5.2 Ringkasan Hasil Survei 

No Pertanyaan Hasil Survei 

1 Apakah sebelumnya Bapak/Ibu merasakan kendala dalam rangka 
pembuatan Laporan Kegiatan Komisi (LKK) dikarenakan jadwal 
rapat yang berubah-ubah? 

88,9% (Ya) 
11,1% (Tidak) 

2 Apakah dengan alur komunikasi dalam pembuatan LKK antara 
analis legislatif dan Sekretariat Komisi yang ada saat ini sudah 
efektif dan efisien? 

33,3% (Ya) 
66,7% (Tidak) 

3 Dari mana saja informasi yang Bapak/Ibu dapatkan untuk 
mengetahui jadwal rapat komisi? 

5 (Portal DPR) 
4 (Youtube) 
7 (Jadwal rapat yang dibagikan) 
5 (Tenaga Ahli Komisi) 
1 (Pejabat di Sekretariat Komisi) 

4 Seberapa jelaskah instruksi pada setiap langkah dalam mekanisme 
kerja ini? 

44,4% (Jelas) 
55,6% (Sangat Jelas) 

5 Apakah Bapak/Ibu merasa alur mekanisme kerja ini mudah diikuti? 44,4% (Jelas) 
55,6% (Sangat Jelas) 

6 Apakah informasi yang disediakan sudah lengkap dan mudah 
dipahami? 

44,4% (Mudah) 
55,6% (Sangat Mudah) 

7 Menurut Bapak/Ibu, apabila diagram alir kerja diatas 
diimplementasikan, seberapa terbantunya proses kerja pembuatan 
LKK?   

33,3% (Terbantu) 
66,7% (Sangat Terbantu) 

8 Menurut Bapak/Ibu, seberepa efektif dan efisiennya diagram alir 
kerja diatas?   

33,3% (Efektif) 
66,7% (Sangat Efektif) 

9 Apakah Bapak/Ibu sudah prenah menggunakan Outlook Calendar 
dalam rangka integrasi jadwal rapat komisi? 

33,3% (Pernah) 
66,7% (Belum Pernah) 

10 Apakah menurut Bapak/Ibu jika implementasi mekanisme kerja di 
atas dilakukan melalui aplikasi Outlook Calendar akan menjadi 
lebih efektif dan efisien? 

88,9% (Ya) 
11,1% (Tidak) 

11 Apakah Bapak/Ibu bersedia jika ke depannya Outlook Calendar 
digunakan dalam integrasi jadwal rapat? 

100% (Ya) 

 

Sebagian besar responden merasa bahwa mekanisme kerja yang telah dibuat sudah mudah 

dipahami dan akan membantu proses pembuatan LKK jika nantinya mekanisme kerja ini 

diimplementasikan. Semua responden juga setuju jika dilakukan integrasi jadwal 

menggunakan Outlook Calendar untuk membantu efisiensi dan efektivitas dalam 

pembuatan LKK. Beberapa saran dan masukan dari responden antara lain adanya 

penambahan kontak untuk komunikasi dengan pengelola jadwal serta dipastikan agar 

mekanisme kerja ini dapat diimplementasikan di Sekretariat Komisi.  

 

Selain dilakukan survei terkait mekanisme kerja, pada tahap ini juga dilakukan wawancara 

kepada beberapa pihak untuk mengetahui bagaimana efek dari implementasi mekanisme 

kerja dan integrasi jadwal menggunakan Outlook Calendar terhadap efektivitas dan 

efisiensi kerja. Testimoni telah disampaikan oleh Kepala Pusat Analis Keparlemenan yaitu 
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Bapak Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A. Selain itu, wawancara dan testimoni juga 

dilakukan kepada perwakilan CPNS Analis Legislatif yang ditempatkan di Komisi VIII 

yaitu Putu Ayu Dhana Reswari.  

  

Gambar 5.10 Testimoni dari Kepala Pusat Analisis Keparlemenan dan Perwakilan CPNS 

Analis Legislatif 

 

Pada tahap kegiatan ini sejalan dengan beberapa nilai BerAKHLAK, antara lain 

akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Pada kegiatan ini dilakukan penyebaran 

kuesioner bagi para Analis Legislatif untuk mengetahui bagaimana penilaian mereka 

terhadap mekanisme kerja yang telah dibuat dan bantuan aplikasi untuk integrasi jadwal 

rapat. Penilaian dilakukan secara jujur, terbuka, dan transparan sesuai dengan prinsip-

prinsip akuntabel. Nilai berikutnya yaitu kompeten yang tercermin dari adanya masukan 

secara langsung dari setiap responden untuk meningkatkan kompetensi bersama. Nilai 

selanjutnya yaitu kolaboratif yang tercermin dari kegiatan survei yang menghasilkan kerja 

sama antar Analis Legislatif dengan memberikan masukan bagi perbaikan mekanisme 

kerja selanjutnya.   

Selain keterkaitan dengan nilai BerAKHLAK, tahapan kegiatan ini juga memiliki 

hubungan dengan nilai Smart ASN dan Manajemen ASN. Keterkaitan dengan Smart 

ASN dapat tercermin dari kegiatan Pengumpulan penilaian dan testimoni dilakukan secara 

digital sehingga sesuai dengan prinsip literasi digital yaitu digital skills dan digital ethics. 

Sedangkan keterkaitan dengan Manajemen ASN yaitu kegiatan ini sesuai dengan UU No 

20 Tahun 2023 Pasal 2 mengenai asas ASN, yaitu keterbukaan, efektivitas dan efisiensi, 

profesionalitas, serta persatuan dan kesatuan, karena dalam hal ini dilakukan penilaian 

secara terbuka dan profesional, bukan untuk menyalahkan, tetapi mencari solusi bersama. 

 

C. Keterkaitan dengan Visi dan Misi 

Pembuatan Mekanisme Kerja untuk kegiatan pembuatan dan pembaruan jadwal rapat Komisi VIII 
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ini bertujuan agar Analis Legislatif melalui Pusat Analis Keparlemenan (Pusaka) dapat 

menjalankan salah satu tugas pokok dan fungsinya yaitu memberikan hasil analisis, 

pendampingan, dan ekspose yang didukung data yang cepat, akurat, dan andal untuk dapat 

dipergunakan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan DPR RI. Dengan mengetahui jadwal 

rapat yang tepat, maka Analis Legislatif dapat mengetahui isu dan pembahasan apa saja yang 

tengah dibicarakan di dalam Rapat Komisi VIII, sehingga nantinya diharapkan dapat segera 

memberikan support terhadap analisis isu yang ada. Dengan demikian, hasil analisis tersebut dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan Anggota Dewan dalam pengambilan keputusan. Hal ini 

juga sejalan dengan Misi dari Setjen DPR RI yaitu “Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan 

andal sebagai bahan pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia”. 

D. Stakeholder 

Kegiatan aktualisasi yang dilakukan saat ini tentunya melibatkan berbagai macam pihak, mulai 

dari internal yaitu rekan sejawat sesama Analis Legislatif, Koordinator Komisi VIII di Pusat 

Analisis Keparlemenan, serta Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Pusat Analis 

Keparlemenan, serta dari pihak eksternal yaitu bagian Sekretariat Komisi VIII. Pembuatan 

Mekanisme Kerja yang diusulkan ini tentunya ditujukan untuk efektivitas dan efisiensi dalam 

pekerjaan sehingga akan membantu dalam proses pekerjaan. Proses kegiatan dimulai dengan 

pengumpulan data dan juga diskusi bersama mentor untuk menentukan langkah-langkah apa saja 

yang akan dilakukan, lalu penyusunan draf awal dari mekanisme kerja, hingga dilakukan sosialisasi 

dan evaluasi akhir terkait kendala dan masukan yang didapat selama proses implementasi. Selain 

melibatkan pihak internal, dalam kegiatan aktualisasi ini juga melibatkan pihak lain yang berada 

di luar Pusat Analisis Keparlemenan, yaitu bagian sekretariat komisi. Hal yang dilakukan yaitu 

melakukan koordinasi untuk membangun sistem komunikasi yang lebih baik dan terintegrasi.   

E. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala 

Pada setiap rencana kegiatan yang dibuat untuk mengatasi suatu masalah atau isu, tentu saja akan 

menghadapi berbagai macam tantangan, hambatan, maupun kendala yang dihadapi. Untuk 

menghadapi berbagai macam kendala tersebut maka diperlukan suatu strategi yang dapat dilakukan 

agar tahapan-tahapan kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan lancar. Strategi tersebut digunakan 

untuk mengambil tindakan yang tepat dan efektif dalam menghadapi kendala yang ada. Di bawah 

ini terlampir rincian kendala dan juga strategi yang mungkin akan dihadapi selama penyusunan 

kegiatan aktualisasi. 



 

46  

Tabel 5.3 Kendala dan Strategi Penyelesaian 
No Kendala Strategi 

1 
Sulitnya melakukan koordinasi dengan pihak internal 
maupun eksternal dikarenakan kesibukan masing-
masing pihak 

membuat beberapa opsi jadwal dan melakukan 
koordinasi secara hybrid  

2 
Adanya ketidakselarasan antar unit karena memiliki 
prosedur masing-masing yang berbeda satu sama lain 

Koordinasi yang baik dan secara intens untuk 
melakukan analisis mendalam agar dapat 
mengintegrasikan prosedur yang dimiliki 

3 
Resistensi akan perubahan dan tingkat kepatuhan 
yang rendah dikarenakan adanya sistem yang baru 

memberikan sosialisasi yang jelas dan dibantu 
dengan infografis yang mudah dimengerti, serta 
adanya dukungan yang memadai dari pihak IT 

 

F. Analisis Dampak 

Penyusunan Mekanisme Kerja yang baru ini diharapkan akan memiliki berbagai macam dampak 

positif yang nantinya dapat dirasakan bukan hanya oleh Pusat Analis Keparlemenan (Pusaka), 

tetapi juga dapat berdampak baik bagi Sekretariat Komisi VIII. Dengan adanya mekanisme kerja 

ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi waktu dalam pembuatan jadwal dan perubahan jadwal 

rapat, meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara Pusaka dan Sekretariat Komisi VIII, dan 

juga optimalisasi sumber daya yang ada. Dampak berikutnya yaitu penyusunan Mekanisme Kerja 

yang baru ini berdampak pada efektivitas, efisiensi, dan ketepatan waktu dalam pembuatan 

Laporan Kegiatan Komisi yang dibuat oleh Pusaka, karena dengan adanya jadwal yang sudah 

terintegrasi dan perubahan jadwal yang diinfokan secara real time, akan membuat penyusunan 

Laporan Kegiatan Komisi dapat dilakukan tepat waktu. 

 

Gambar 5.11 tangkapan layar hasil survei efektivitas dan efisien hasil implementasi  

 

Dengan adanya integralisasi jadwal menggunakan bantuan Outlook Calendar, maka para Analis 

Legislatif akan lebih cepat mengetahui jadwal rapat di setiap harinya, karena akan mendapatkan 
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notifikasi jika ada rapat. Mereka juga dapat melihat secara langsung melalui Outlook Calendar 

yang sudah ada untuk mengetahui jadwal rapat di hari-hari berikutnya. Selain itu, hal ini akan 

mendukung tugas Analis Legislatif dalam pembuatan analisis dan asistensi, karena dengan 

mengetahui kegiatan rapat dan isu apa saja yang sedang dibahas, membuat analisis yang dilakukan 

akan lebih tepat guna dan sesuai dengan isu-isu apa saja yang sedang hangat diperbincangkan saat 

ini.  

 

Gambar 5.12 jadwal rapat sebelum aktualisasi 

 

Gambar 5.13 jadwal rapat setelah aktualisasi menggunakan Outlook Calendar 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil identifikasi lingkungan kerja yang telah dilakukan selama bekerja di Pusat 

Analisis Keparlemenan, ditemukan beberapa isu yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsi Analis Legislatif. Salah satu isu yang diangkat oleh penulis yaitu isu mengenai 

terhambatnya pembuatan Laporan Kegiatan Komisi VIII dikarenakan adanya perubahan jadwal 

rapat yang sangat dinamis dan belum terintegrasi. Setelah dilakukan analisis mendalam mengenai 

faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hambatan pembuatan Laporan Kegiatan Komisi VIII, 

ditemukan bahwa faktor utama atau core issue yaitu belum adanya Standard Operational 

Procedure (SOP) yang jelas terkait pembuatan jadwal dan perubahan jadwal Rapat Rapat Komisi.  

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan suatu mekanisme kerja yang dapat menjadi panduan 

dalam melaksanakan pembuatan jadwal dan pembaruan jadwal, serta penggunaan aplikasi yang 

terintegrasi. Langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu dimulai dengan tahap Perencanaan 

Kegiatan dan Persiapan, Penyusunan Konsep Mekanisme Kerja, Pelaksanaan sesuai dengan 

Mekanisme Kerja, serta tahapan Evaluasi Hasil.  

Pembuatan mekanisme kerja ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam 

pembuatan Laporan Kegiatan Komisi. Dengan mengetahui jadwal rapat yang terbaru melalui 

integrasi jadwal dengan Microsoft Outlook Calendar, para Analis Legislatif diharapakan dapat 

membuat Laporan Kegiatan Komisi lebih cepat dan juga mengetahui isu-isu apa saja yang dibahas 

dalam rapat tersebut. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini mendapat tanggapan positif dari Analis 

Legislatif khususnya di Bidang Kesra Komisi VIII dan juga dari Kepala Pusat Analis 

Keparlemenan untuk mendukung tugas dan fungsi Analis Legislatif dan juga mendukung tugas 

fungsi Anggota Dewan.  

B. Saran 

Menurut penulis, hasil mekanisme kerja yang saat ini telah disusun dan penggunaan aplikasi 

Outlook Calendar sebagai integrasi jadwal rapat perlu dilakukan sosialisasi kepada Analis 

Legislatif di komisi lain dan juga bidang lain. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas pembuatan Laporan Kegiatan Komisi di masing-masing komisi penempatan Analis 

Legislatif. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan dari Pusat Pengembangan Kompetensi Setjen DPR 

RI terhadap pekerja di Sekretariat Komisi untuk penggunaan Outlook Calendar sebagai aplikasi 
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yang dapat digunakan untuk pembuatan jadwal rapat secara online. Hal ini dikarenakan Setjen 

DPR RI telah memiliki sumber daya berupa akun Microsoft bagi masing-masing pekerja, sehingga 

fasilitas yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal. Saran berikutnya yaitu mekanisme 

kerja yang telah disusun ini diharapkan akan menjadi langkah awal dalam pembuatan Standard 

Operational Procedure (SOP) yang nantinya akan menjadi pembahasan lebih lanjut oleh bagian 

Organisasi dan Tata Kelola (Ortala).  
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Lampiran 



https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


Evidence mentoring 6 Agustus 2024 

 
 

Evidence mentoring 14 Agustus 2024 

 
 

 



Evidence mentoring 6 September 2024 

 
 

Evidence mentoring 3 Oktober 2024 

 
 



https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


Cinta Tanah Air 

Mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan 

Membereskan Meja Kerja Setelah bekerja Mematikan Listrik atau lampu jika sudah tidak 
digunakan 

  
 

Menghargai dan menggunakan karya anak bangsa 

Membeli makanan dari UMKM Menggunakan pakaian batik 

  
 

  



Sadar Berbangsa dan Bernegara 

Menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundangan yang berlaku 

Membayar pajak kendaraan Menggunakan kendaraan sesuai peraturan 

 

 

 

Disiplin dan bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan 

Masuk kerja tepat waktu dan melakukan presensi Mengerjakan tugas Laporan Kegiatan Komisi 
(LKK) 

  
 

  



Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara 

Menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan dengan benar 

Rutin ibadah Sholat secara mandiri maupun 
berjamaah 

Berdoa sebelum melakukan aktivitas 

 

 
 

Memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari 

Mengikuti kegiatan Upacara Bendera Hari 
Kemerdekaan Indonesia 

Musyawarah dan mufakat dalam setiap 
pengambilan keputusan 

 

 

 

  



Rela berkorban untuk bangsa dan negara 

Menyumbang tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan Masyarakat, kemajuan bangsa, dan 
negara 

Melakukan infaq untuk Pembangunan masjid Membuat ringkasan isu aktual 

 

 

 

Rela menolong sesame warga Masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang 
sosio-kultural 

Membantu teman yang sedang mengalami 
kesulitan dan membutuhkan bantuan 

Gotong royong dalam melakukan iuran BPJS 
untuk membantu warga yang membutuhkan 

 

 
 

 



Mempunyai kemampuan awal bela negara 

Senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik 

Melakukan olahraga futsal Menerapkan protocol Kesehatan dalam 
kehidupan sehari-hari 

 

 
 

Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelejensi yang tinggi 

Menonton kajian agama Melakukan analisis isu aktual 

 

 
 



https://v3.camscanner.com/user/download


Coaching 28 Agustus 2024 

 
 

Coaching 6 September 2024 

 
 

 



Coaching 17 September 2024 

 
 

Coaching 6 September 2024 
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Unit Kerja  : Pusat Analisis Keparlemenan 

Isu  : Terhambatnya Pembuatan Laporan Kegiatan Komisi VIII 

Gagasan : Pembuatan Mekanisme Kerja dalam Pembuatan dan Pembaharuan Jadwal    Rapat Komisi 

 

No. Kegiatan Evidence 

1 Perencanaan Kegiatan dan Persiapan pembuatan mekanisme kerja 

  mengumpulkan data awal, brainstorming, referensi, serta 
rapat perencanaan dengan mentor dan rekan kerja 

Lampiran 1 

  Koordinasi awal dengan bidang dan unit yang terkait  Lampiran 2 

     

    

        Jakarta, 28 Agustus 2024 

        Mengetahui, 

Coach       Mentor 

 

 

 

Risa Tiarazani, S.Pd., M.Pd.    Elga Andina, S.Psi., M.Psi. 
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Lampiran 1 

Tahapan Kegiatan:  

Mengumpulkan data awal, brainstorming, referensi, serta rapat perencanaan dengan mentor dan rekan kerja   

Foto Kegiatan: 

  
Notulensi:  

 Melakukan koordinasi dengan mentor dan juga rekan kerja dalam rangka mencari bentuk produk 

akhir Mekanisme Kerja seperti apa yang akan dibuat; 

 Mendengarkan masukan dan pengalaman dari rekan kerja di komisi lain terkait kendala dalam 

pembuatan Laporan Kegiatan Komisi; 

 Mencari berbagai macam contoh Mekanisme Kerja dan juga Standard Operating Procedure (SOP) 

sebagai referensi dalam pembuatan Mekanisme Kerja yang akan dibuat; 

 Draft Mekanisme Kerja yang nantinya dibuat akan dilakukan uji coba terlebih dahulu di Komisi VIII; 
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Daftar Hadir: 
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Lampiran 2 

Tahapan Kegiatan:  

Koordinasi awal dengan bidang dan unit yang terkait   

Foto Kegiatan: 

  
Notulensi: 

 Melakukan koordinasi terkait jadwal rapat di Komisi VIII dengan berkunjung ke Sekretariat Komisi VIII 

di Gedung Nusantara II Lantai 2; 

 Berkoordinasi dengan penanggung jawab jadwal rapat di Sekretariat Komisi VIII yaitu Bapak Heru; 

 Terdapat dinamika perubahan jadwal yang terjadi dalam pembuatan Jadwal Rapat di Komisi VIII dan 

dilakukan update terkait perubahan jadwal. 
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Laporan Aktualisasi Minggu Ke-2 

Nama  : Riza Asyari Yamin 

NIP  : 199110262024041002 

Unit Kerja  : Pusat Analisis Keparlemenan 

Isu  : Terhambatnya Pembuatan Laporan Kegiatan Komisi VIII 

Gagasan : Pembuatan Mekanisme Kerja dalam Pembuatan dan Pembaruan Jadwal rapat komisi 

 

No. Kegiatan Evidence 
1 Penyusunan konsep mekanisme kerja 
  Merujuk data dan referensi, membuat adopsi dan adaptasi 

sesuai data yang ada 
Lampiran 1 

  upgrading pengetahuan terkait aplikasi untuk integrasi 
jadwal 

Lampiran 2 

     

    

        Jakarta, 6 September 2024 

        Mengetahui, 

Coach       Mentor 

 

 

 

Risa Tiarazani, S.Pd., M.Pd.    Elga Andina, S.Psi., M.Psi. 
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Lampiran 1 

Tahapan Kegiatan:  

Merujuk data dan referensi, membuat adopsi dan adaptasi sesuai data yang ada.   

Bukti Dukung: 

 

 Contoh SOP maupun mekanisme kerja terkait pembuatan jadwal rapat di DPR RI 

 

 
Membuat draf awal mekanisme kerja yang akan diterapkan di Komisi VIII 
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Lampiran 2 

Tahapan Kegiatan:  

upgrading pengetahuan terkait aplikasi untuk integrasi jadwal.    

Foto Kegiatan: 

https://www.youtube.com/watch?v=yK5rCT0g7zw  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yK5rCT0g7zw
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https://www.youtube.com/watch?v=DrxHfBvI-vA 

 

 

Penjelasan: 

 Melakukan upgrading pengetahuan dengan mempelajari aplikasi untuk integrasi jadwal rapat melalui 

Office 365 - Outlook  

  

https://www.youtube.com/watch?v=DrxHfBvI-vA


Laporan Aktualisasi Minggu Ke-3

Nama : Riza Asyari Yamin

NIP : 199110262024041002

Unit Kerja : Pusat Analisis Keparlemenan

Isu : Terhambatnya Pembuatan Laporan Kegiatan Komisi VIII

Gagasan : Pembuatan Mekanisme Kerja dalam Pembuatan dan Pembaruan Jadwal Rapat Komisi

No. Kegiatan Evidence
1 Pelaksanaan sesuai dengan mekanisme kerja yang telah disusun

●Mulai uji coba sesuai dengan draf mekanisme kerja Lampiran 1

Jakarta, 17 September 2024

Mengetahui,

Coach Mentor

Risa Tiarazani, S.Pd., M.Pd. Elga Andina, S.Psi., M.Psi.



Lampiran 1

Tahapan Kegiatan:

Pelaksanaan sesuai dengan mekanisme kerja yang telah disusun

Foto Kegiatan:

Notulensi:

● Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Komisi VIII untuk mengatahui bagaimana alur pembuatan

jadwal rapat di setiap masa persidangan;

● Pembuatan jadwal dimulai dengan mengumpulkan berbagai macam dokumen yang diperlukan, antara

lain jadwal rapat tahun sebelumnya, mitra-mitra di Komisi VIII, berita dan isu aktual yang sedang

berkembang, masukan dari Tenaga Ahli Komisi VIII, serta estimasi kunjungan spesifik; dan

● Semua data tersebut akan dilakukan analisis dan dijadikan dasar dalam pembuatan draf jadwal rapat di

masa sidang saat ini.



Draf Mekanisme Kerja:

1. Tahapan Perencanaan

Tahapan perencanaan dimulai dengan adanya penugasan pembuatan jadwal dari Kepala

Bagian (kabag) Sekretariat Komisi VIII kepada Kepala Subbagian (kasubag) Rapat

Sekretariat Komisi VIII. Selanjutnya, dilakukan disposisi dari Kasubag Rapat kepada

Penelaah Teknis Kebijakan untuk menyusun draf jadwal rapat Komisi VIII sesuai dengan

karakteristik masa persidangan. Setelah mendapatkan disposisi maka Penelaah Teknis

Kebijakan akan melakukan pengumpulan data dan dokumen sebagai acuan dalam

pembuatan draf jadwal sidang. Pertama, yaitu dokumen dari masa sidang periode dan

tahun-tahun sebelumnya sebagai acuan dan untuk mengetahui pola serta karakteristik

setiap masa sidang. Hal ini dilakukan karena setiap masa sidang memiliki karakteristik yang

berbeda, contohnya pada masa sidang 1 dan 5 yang akan lebih berfokus pada fungsi

anggaran.

Kedua, yaitu menentukan mitra-mitra yang akan diundang dalam setiap masa sidang.

Mitra yang ada di Komisi VIII terdiri dari 3 kementerian, yaitu Kementerian Sosial,

Kementerian Agama, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selain 3 kementerian, terdapat juga beberapa badan atau kelembagaan, antara lain Badan

Nasional Penanggulangan bencana dan Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Ketiga, yaitu

pencarian dan pendataan mengenai isu-isu berita yang sedang aktual dan berkembang

saat ini. Pendataan isu aktual dilakukan untuk mengetahui berita dan permasalahan yang

sedang ramai diperbincangkan dan diperlukan untuk dicari solusi yang dapat menjadi

atensi anggota DPR di Komisi VIII.

Keempat, meminta masukan dari para Tenaga Ahli Komisi VIII sebagai acuan dalam

pemberian masukan dan solusi untuk menyelesaikan isu yang berkembang. Kelima, yaitu

memasukkan perkiraan jadwal kunjungan spesifik yang akan dilakukan anggota DPR sesuai

dengan isu dan berita yang sebelumnya telah ditentukan.

2. Tahapan Pelaksanaan

Setelah mendapatkan berbagai macam jenis dokumen dan berbagai informasi di atas,

tahap berikutnya yaitu mulai membuat draf awal terkait jadwal rapat dengan



mempertimbangkan seluruh aspek yang ada, mulai dari jadwal rapat terdahulu, rincian

mitra kementerian, lembaga, maupun badan, isu aktual yang sedang beredar, masukan

dari tenaga ahli, serta kunjungan spesifik. Draf awal jadwal yang telah selesai dibuat oleh

Penelaah Teknis Kebijakan selanjutnya disampaikan ke Kasubag Rapat Sekretariat Komisi

VIII untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Setelah itu, draf yang telah diperiksa

oleh Kasubag Rapat akan diteruskan kepada Kabag Sekretariat Komisi VIII dan menunggu

adanya Rapat Pimpinan untuk mendapatkan masukan tambahan. Selanjutnya, draf yang

telah dibuat dan mendapat tambahan masukan dari hasil Rapat Pimpinan akan dipaparkan

di dalam Rapat Internal Komisi VIII untuk dibahas. Jadwal Rapat Komisi VIII yang telah

disetujui selanjutnya akan dicetak dan dilakukan digitalisasi serta diunggah ke portal

Simfoni agar dapat diakses.

3. Tahapan Evaluasi

Jadwal rapat yang telah disusun dan disetujui dalam rapat internal tentu saja dapat

berubah dikarenakan berbagai macam hal. Jika terjadi perubahan jadwal maupun

pembatalan jadwal, baik yang disebabkan oleh kesibukan anggota DPR maupun mitra

Komisi VIII, maka akan dilakukan penyesuaian dan penyusunan kembali jadwal rapat.

Jadwal rapat terbaru akan diperiksa kembali oleh Kasubag Rapat dan Kabag Sekretariat

Komisi VIII agar dapat disetujui kembali oleh pimpinan.
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Laporan Aktualisasi Minggu Ke-4 

Nama  : Riza Asyari Yamin 

NIP  : 199110262024041002 

Unit Kerja  : Pusat Analisis Keparlemenan 

Isu  : Terhambatnya Pembuatan Laporan Kegiatan Komisi VIII 

Gagasan : Pembuatan Mekanisme Kerja dalam Pembuatan dan Pembaruan Jadwal Rapat Komisi VIII 

 

No. Kegiatan Evidence 

1 Pelaksanaan sesuai dengan mekanisme kerja yang telah 
disusun 

 

 • Mekanisme kerja final dengan tambahan infografis yang 
sederhana agar mudah dipahami 

• Sosialisasi terkait mekanisme kerja final kepada atasan 
dan unit terkait 

Lampiran 1 
 
Lampiran 2 

2 Evaluasi Hasil 

 ● Melakukan diskusi terkait evaluasi hasil pembuatan 
mekanisme kerja 

● Testimoni 

Lampiran 3 

     

    

        Jakarta, 26 September 2024 

        Mengetahui, 

Coach       Mentor 

 

 

 

Risa Tiarazani, S.Pd., M.Pd.    Elga Andina, S.Psi., M.Psi. 
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Lampiran 1 

Tahapan Kegiatan:  

• Mekanisme kerja final dengan tambahan infografis yang sederhana agar mudah dipahami 
 

Foto Kegiatan: 

 

Gambar 1. Mekanisme kerja final 
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Lampiran 2 

Tahapan Kegiatan:  

• Sosialisasi terkait mekanisme kerja final kepada atasan dan unit terkait 
 

Foto Kegiatan: 

 

Gambar 2. Kegiatan sosialisasi 

 

Gambar 3. Daftar hadir kegiatan sosialisasi 
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Gambar 4. Laporan singkat hasil sosialisasi  
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Lampiran 3 

Tahapan Kegiatan:  

● Melakukan diskusi terkait evaluasi hasil pembuatan mekanisme kerja 

● Testimoni 

Kegiatan: 

Poin penting dan masukan: 

• Perlu ada orang yang ditunjuk untuk menjadi penanggung jawab untuk melakukan input jadwal ke 
Outlook Calendar 

• Kegiatan ini baik bagi peningkatan kerja sama antara unit Pusaka dan Sekretariat Komisi VIII 

• Perlu dilakukan koordinasi secara formal dan informal guna mempererat koordinasi antar unit 

 

 

Gambar 5. Diskusi dan masukan dari atasan 
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Gambar 6. Testimoni dari Kepala Pusat Analisis Keparlemenan dan CPNS Analis Legislatif Komisi VIII 

 



MEKANISME KERJA
PEMBUATAN DAN PEMBARUAN
JADWAL RAPAT KOMISI VIII

Riza Asyari Yamin

CPNS Analis Legislatif
Ahli Pertama



Penugasan dari Kepala Bagian (Kabag)
Sekretariat Komisi VIII kepada Kepala

Subbagian (Kasubag) Rapat Komisi VIII
untuk membuat jadwal rapat Komisi VIII

01

Disposisi dari Kasubag Rapat kepada
Penelaah Teknis Kebijakan untuk membuat

jadwal rapat Komisi VIII 02

03

Mekanisme Kerja Pembuatan dan Pembaruan Jadwal Rapat Komisi VIII

Tahap Perencanaan

Penelaah Teknis Kebijakan melakukan
pengumpulan data dan dokumen
pendukung untuk membuat draf awal
jadwal sidang, antara lain:

jadwal sidang pada periode-periode
sebelumnya;

1.

menentukan mitra-mitra yang berada di
Komisi VIII, mulai dari kementerian,
badan, atau lembaga;

2.

isu-isu aktual;3.
masukan dari Tenaga Ahli 4.
perkiraan jadwal kunjungan spesifik5.



Mekanisme Kerja Pembuatan dan Pembaruan Jadwal Rapat Komisi VIII

Tahap Pelaksanaan
Penelaah Teknis Kebijakan memberikan
draf jadwal awal kepada Kasubag Rapat

untuk diperiksa. Jika disetujui maka akan
dilanjutkan ke Kabag, dan jika tidak

disetujui akan dikembalikan
01

Kasubag Rapat memberikan draf jadwal
kepada Kabag, jika disetujui maka akan
dibawa ke Rapat Pimpinan dan Rapat

Internal, jika tidak disetujui akan
dikembalikan

02

03
Kabag akan melakukan penugasan kepada
Kasubag Rapat untuk melakukan
digitalisasi jadwal rapat yang telah disetujui

04
Kasubag akan melakukan penugasan
kepada:

Penelaah Teknis Kebijakan untuk
melakukan digitalisasi jadwal rapat

1.

 Pengolah Data untuk melakukan input
jadwal ke Portal DPR dan Simfoni

2.

05
Person in Charge (PIC) jadwal rapat di
Pusaka Komisi VIII akan melakukan
digitalisasi jadwal rapat ke dalam aplikasi
Microsoft Outlook Calendar 



Mekanisme Kerja Pembuatan dan Pembaruan Jadwal Rapat Komisi VIII

Tahap Evaluasi
Jadwal Rapat yang telah disusun akan

mengalami perubahan dikarenakan
berbagai hal. Oleh karena itu, secara

periodik dilakukan penyesuaian terhadap
jadwal sesuai dengan kondisi di lapangan

01

Penelaah Teknis Kebijakan akan membuat
jadwal rapat terbaru sesuai dengan

perubahan, lalu diajukan kepada Kasubag
Rapat02

03
Kasubag Rapat akan melakukan
pengecekan dan dilanjutkan ke Kabag
untuk diperiksa dan disetujui

04
Jadwal terbaru yang telah disetujui akan
kembali dilakukan digitalisasi oleh
Penelaah Teknis Kebijakan dan diinput
kembali ke Portal DPR maupun SImfoni
oleh Pengolah Data

05
Person in Charge (PIC) jadwal rapat di
Pusaka Komisi VIII akan melakukan
penyesuaian terhadap jadwal rapat terbaru
di dalam aplikasi Microsoft Outlook
Calendar 



Flow Chart



Kabag menugaskan
Kasubag Rapat untuk

menyusun jadwal 

Draf awal yang telah
disusun Penelaah
Teknis Kebijakan

Kasubag Rapat
menugaskan Penelaah

Teknis Kebijakan

TidakYa

Diperiksa oleh Kabag

Kasubag Rapat menugaskan
Penelaah Teknis Kebijakan

melakukan digitalisasi jadwal

Diperiksa oleh Kasubag
Rapat

Penelaah Teknis
Kebijakan melakukan

Digitalisasi Jadwal

PIC Jadwal di Komisi
VIII Pusaka mengunduh

jadwal rapat

PIC Jadwal
melakukanInput jadwal

rapat ke Outlook
Calendar

Penelaah Teknis Kebijakan membuat
draf rapat dengan
mempertimbangkan: 

jadwal rapat terdahulu1.
 mitra-mitra di Komisi VIII2.
berita/isu aktual3.
masukan dari Tenaga Ahli4.
perkiraan jadwal kunjungan
spesifik

5.

Tidak

Ya

K
or

ek
si

Kabag mengajukan
dalam Rapat Pimpinan

dan Rapat Internal

Kabag menugaskan Kasubag
Rapat untuk digitalisasi jadwal

yang telah disetujui

Pengolah Data melakukan
input digitalisasi jadwal ke

Portal DPR

Apakah ada perubahan
jadwal?

Tidak

Ya

K
or

ek
si

Pusaka

Sekretariat 
Komisi

PEMBUATAN JADWAL RAPAT
KOMISI VIII

KET:
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